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ABSTRAK 
 
 
Nama : Eka Putriani 
NIM : 10700111021 
Judul : Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Dearah 
(PAD) Kabupaten Bulukumba 
 
Penelitian ini bertujuan meneliti mengenai potensi daerah kabupaten 
Bulukumba dalam upaya meningkatkan PAD melalui retribusi daerah. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriftif. Penelitian deskriftif adalah 
suatu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan 
sejernih mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti (Kountur, 
2003). Pemilihan tipe ini di dasarkan pada pertimbangan bahwa dalam 
pembahasan skripsi ini tujuan yang ingin dicapai adalah untuk memberikan suatu 
gambaran mengenai keadaan dilapangan terkait proses, kendala serta upaya dalam 
pengadministrasian penerimaan retribusi daerah kabupen Bulukumba. 
Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS, Dari hasil 
pengujian hipotesis diatas maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang 
dimunculkan dalam penelitian ini terbukti dimana  secara Simultan : variable 
retribusi daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap Pendpatan Asli Daerah. 
Hal tersebut berarti Retribusi daerah tidak signifikan tapi berpengaruh Positif 
terhadap Pendatan Asli Daerah. Maka sewajarnya jika terjadi peningkatan pada 
pendapatan retribusi daerah maka secara langsung akan mempengaruhi total PAD 
kabupaten Bulukumba pada tahun berjalan. Pengaruh positif yang ditunjukan dari 
nilai Beta tersebut searah dengan arah yang diajukan pada hipotesis bahwa 
retribusi daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. 
 
Kata Kunci: Retribusi Daerah Dan Pendapatan Asli Daearah (PAD) 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Sejak awal terbentuknya Republik Indonesia adalah Negara kesatuan. 
Sebagai negara kesatuan, maka daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan 
untuk melaksanakan pemerintahan.Setiap daerah yang disebut daerah otonom 
diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengurus rumah tangganya 
sendiri.
1
 Menurut pasal 10 ayat 3 UU No. 32 tahun 2004 wewenang Pemerintah 
Daerah tersebut dikecualikan dalam bidang: (1) Politik Luar Negeri, (2) 
pertahanan, (3) keamanan, (4) yustisi, (5) moneter dan fiskal nasional, serta (6) 
bidang agama. 
Menurut Penjelasan UU No. 32 tahun 2004 kewenangan yang luas 
diberikan pada daerah Kabupaten atau Kota sesuai dengan potensi dan 
kemampuan yang dimiliki masing-masing.Daerah Kabupaten atau Kota memiliki 
kewenangan pula untuk membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan 
kepada publik dengan baik, meningkatkan peran serta, prakarsa, dan 
pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan 
masyarakat. 
Mengacu pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan 
UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Daerah maka menjadi tanggung jawab bagi setiap daerah untuk 
                                                          
1
 Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1988), h. 9. 
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memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing. Untuk memenuhi semua 
pembiayaan daerah sendiri maka setiap daerah harus dapat menghimpun dana 
sebesar-besarnya untuk pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan akan 
berjalan baik jika didukung biaya dan sumber daya manusia yang baik pula. 
Kabupaten dan daerah kota dimulai dengan adanya penyerahan 
kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. 
Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus 
disertai dengan penyerahan  dan pengalihan pembiayaan yang paling penting 
adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah Pendapatan Asli 
Daerah(PAD). 
Pembiayaan pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan 
pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat 
diandalkan.Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak 
diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu mulai tanggal 1 Januari 
2001.Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk lebih berkreasi mencari 
sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran 
daerah.
2
 
Otonomi Daerah memang dapat membawa perubahan positif di daerah 
dalam hal kewenangan daerah untuk mengatur diri sendiri.Kewenangan ini 
menjadi sebuah impian karena sistem pemerintahan yang sentralistik cenderung 
menempatkan daerah sebagai pelaku pembangunan yang tidak begitu penting atau 
sebagai pelaku pinggiran. Perubahan pola hubungan yang terjadi antara pusat dan 
                                                          
2
 Marihot Siahan, Pajak dan Retribusi Daerah (Edisi revisi; Yogyakarta: Rajawali Pers, 
2010), h. 1.    
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daerah sejak diberlakukannya otonomi daerah memberikan implikasi yang cukup 
segnifikan, antara lain dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh daerah 
otonom akibat dijalankannya desentralisasi. Kebijakan desentralisasi tersebut 
membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan pendapatan asli 
daerah. 
Dalam rangka memaksimalkan pendapatan asli daerah ini, pemerintah 
daerah berupaya keras untuk mencari sumber-sumber pendapatan yang potensial 
seraya mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang telah 
dipungut selama ini. 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
menyebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah adalah pendapatan 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Asli Daerah (PAD), 
dana perimbangan, dan pendapatan daerah yang sah. 
Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
yaitu :Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 
dipisahkan; dan Lain-lain PAD yang sah. 
Dalam upaya menciptakan kemandirian daerah, Pendapatan Asli Daerah 
menjadi faktor yang sangat penting, dimana PAD akan menjadi sumber dana dari 
daerah sendiri. Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa PAD hanya 
mampu membiayai belanja pemerintah daerah yang paling tinggi sebesar 20%.
3
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Kuncoro, Keuangan Negara dan Daerah (Yogyakarata: PT. Persada, 2007), h. 2. 
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Tabel 1.1 
Retribusi  DaerahKabupaten Bulukumba 
Tahun 2007 – 2015 
Tahun Retribusi Daerah 
(Rp) 
2006 5.781.723.364 
2007 6.052.921.110 
2008 8.149.220.402 
2009 9.148.255.176 
2010 8.099.079.670 
2011 9.070.969.230 
2012 10.159.485.358 
2013 11.376.623.802 
2014 12.744.058.658 
2015 14.273.345.689 
 Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba, 2015 
Berdasarkan tabel diatas data retribusi daerah mengalami fluktuasi dari 
tahun ketahun data tertinggi terdapat pada tahun 2015sebesar14.273.345.689dan 
data terendah terdapat pada tahun 2006 sebesar 5.781.723.364Berbagai alternatif 
sumber  penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-Undang 
tentang  Pemerintahan Daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan 
daerah, menetapkan pajak dan retribusi daerahmenjadi salah satu sumber 
penerimaan yang berasal dari dalam daerah dandapat dikembangkan sesuai 
dengan kondisi masing-masing daerah. Retribusi Daerah merupakan salah satu 
sumber pendapatan daerah, yang diharapkan dapat membantu pembiayaan daerah 
untuk melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah 
tangganya sendiri disamping penerimaan yang berasal dari pemerintah berupa 
subsidi/bantuan. Sumber Retribusi Daerah tersebut diharapkan menjadi sumber 
5 
 
 
 
pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan,dan pembangunan daerah untuk 
meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat.
4
 
Tabel 1.2 
Realisasi pendapatan asli daerah kabupaten Bulukumba 
Tahun 2006 – 2015 
Tahun Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
(Rp) 
2006 14.202.524.221 
2007 16.088.248.258 
2008 20.306.291.622 
2009 21.418.839.483 
2010 17.317.006.400 
2011 19.428.090.359 
2012 21.126.683.205 
2013 23.057.665.979 
2014 25.262.479.873 
2015 27.791.984.217 
Sumber :Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba, 2015 
Berdasarkan tabel diatas data Pendapatan Asli  Daerah mengalami 
fluktuasi dari tahun ketahun data tertinggi terdapat pada tahun 2015 
sebesar27.791.984.217 dan data terendah terdapat pada tahun 2006 sebesar 
14.202.524.221 
 Kemampuan Retribusi Daerah yang dimiliki setiap daerah, merupakan 
salah satu indikator kesiapan pemerintah daerah dalam berotonomi daerah. Oleh 
karena itu perolehan Retribusi Daerah diarahkan untuk meningkatakan 
Pendapatan Asli Daerah, yang digunakan untuk menyelenggarakan otonomi 
dareah, yang secara konseptual diharapkan memiliki kemampuan nyata dan 
bertanggung jawab. Tuntunan kemampuan nyata ini diharapkan bersumber dari 
                                                          
4 Kesit Bambang Prakosa, Pajak dan Retribusi Daerah (Yogyakarta: UII Press, 
2005), h. 7.        
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kemampuan menyiasati penerimaan retribusi daerah melalui upaya-upaya yang 
dapat dilakukan sehingga terjadi peningkatan dari waktu kewaktu. 
Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah 
dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, daerah harus dapat mengenali 
potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya.Pemerintah 
daerah di harapkan lebih mampu mengenali sumber-sumber keuangan khususnya 
untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di 
daerahnya melalui pendapatan asli daerah (PAD). Sumber PAD berasal dari 
retribusi daerah hasil pengolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 
pendapatan asli daerah yang sah. 
Dalam peraturan pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi 
daerah, Retribusi dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan 
objek-objek retribusi daerah yang telah  ditetapkan dengan peraturan perundang-
undangan. Dimana objek-objek retribusi yaitu Retribusi Jasa umum, Jasa usaha, 
dan Jasa Perizinan Tertentu. Salah satu objek retribusi yang dikelola oleh daerah, 
termasuk juga oleh pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan 
yaitu Retribusi jasa umum, maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih 
lanjut tentang “Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli 
Daerah Kabupaten Bulukumba” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat disimpulkan 
masalah sebagai berikut; Apakah terdapat pengaruh retribusi daerah terhadap 
pendapatan asli daerah di Kabupaten Bulukumba? 
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C. Hipotesis 
Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah dikemukakan ,maka 
hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : Diduga bahwa retribusi 
daerah berpengaruh terhadap  Pendapatan  Asli Daerah Kabupaten Bulukumba. 
D. Penelitian Terdahulu 
Untuk menunjang analisis dan landasan teori yang ada, maka di perlukan 
penelitian terdahulu sebagai pendukung bagi penelitian ini. Berkaitan dengan 
retribusi daerahterdapat beberapa penelitian  yang telah dilakukan sebelumnya: 
1) Andi Sewali (2007) melakukan penelitian yang berjudul ʽʽKontribusi Pajak 
Reklame Terhadap Pendapan Asli Daerah Kabupaten Bone 2000 – 2004ʼʼ 
metode yang digunakan dalam penelitian ini menyimpuklkan bahwa potensi 
pajak reklame di kabupaten Bone terdiri dari potensi objek pajak dan subjek 
pajak. Potensi objek pajak reklame kabupaten Bone dapat dilihat dari daftar 
perbandingan realisasi PAD setiap tahun anggarannya, hal ini digunakan 
untuk mengetahui seberapa besar kontribusi suatu pajak reklame terhadap 
PAD Kabupaten Bone sedangkan ptensi subjek pajak reklame meliputi wajib 
pajak dan tempat pemasangan reklame  
2) Yuliyati (2008) meneliti tentang potensi keuangan daerah, derajat 
desentralisasi fiskal dan dampaknya terhadap kinerja ekonomi daerah di 
kabupaten Gowa. Hasilnya menunjukkan bahwa penerimaan PAD di 
pengaruhi oleh pendapatan perkapita, harga jasa barang public, lag retribusi, 
populasi, pertumbuhan suku bunga,komsumsi air minum dan laba perusahaan 
daerah. Penelitian ini juga mengevaluasi populasi keuangan dan kinerja 
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ekonomi di kabupaten tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa peningkatan 
inflasi dalam perekonomian yang stabil tidak memberikan pengaruh negatif 
terhadap perekonomian daerah, dan pertumbuhan penduduk tinggi tidak 
berperan sebagai skala ekonomi, tetapi menjadi congestion dalam 
perekonomian dan potensi perekonomian 
3) Indra Rindu Ratu K (2010) meneliti tentang faktor – faktor yang 
mempengaruhi PAD kabupaten Gowa. Hasilnya menunjukkan bahwa faktor 
yang paling berpengaruh terhadap penerimaan PAD kabupatenGowa adalah 
pendapatan perkapita, dummy pemberlakuan otonomi daerah, jumlah 
perusahaan, jumlah kamar hotel, jumlah kendaraan bermotor, jumlah izin 
mendirikan bangunan dan laba perusahaan.  
E. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini mencoba meneliti mengenai potensi daerah Kabupaten 
Bulukumba dalam upaya meningkatkan PAD melalui retribusi daerah. Adapun 
tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :Pengaruh retribusi daerah terhadap 
Pendapatan  Asli Daerah Kabupaten Bulukumba 
 
F. Manfaat Penelitian 
Manfaant yang diharapkan di penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1) Akademis 
Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai suatu 
karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan 
sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupaun pihak 
lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama. 
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2) Praktis 
Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan 
dan pertimbangan bagi pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba, 
dalam upaya peningkatan pendapatan Retribusi daerah dan memperkuat 
pentingnya Retribusi Daerah dalam membina daerah otonomi di Indonesia. 
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 BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
A. Teori Retribusi 
1. Retribusi Daerah 
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 memberikan kewenangan kepada 
daerah secara luas,nyata,dan bertanggungjawab untuk mengelola sumber 
keuangannya sendiri. Dalam menggali keuangannya tersebut tidak terlepas dari 
peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar kebijakan Pemerintah 
dalam mengelola sumber pendapatan asli daerahnya. Retribusi daerah sebagai salah 
satu sumber pendapatan asli daerah sebagai mana dijelaskan dalam Undang- Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 sudah semestinya diperhatikan daerah disamping sumber-
sumber yang lain. 
Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran pada 
Negara yang dilakuka pada mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara.Retribusi 
adalah iuaran pada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung 
dapat ditunjukan.Paksaan disini dapat bersifat ekonomis karna siapa saja yang 
merasakan jasa balik dari pemerintah dikenakan iuaran itu.
5
Lebih lanjut, retribusi 
adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada Pemerintah dimana kita dapat melihat 
                                                          
5
Munawir, Perpajakan (Jakarta: Liberty, 1990), h. 4. 
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adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya balas jasa 
tersebut.
6
 
Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-nisaa’ ayat 59 yang berfirman: 
ََّّللااىُعيَِطأاُىنَمَآنيِذَّلاَاهَُّيأَايَُّّدَُرفٍءْيَشيِفُْمتْعَزَاَنتِْنَإفْمُكْنِمِرْملأاِيلُوأََىلىُس َّرلااىُعيَِطأََىه
لايِْوَؤُتنَسَْحأَوٌرْيَخَِكلَذِرِخلآاِمَْىيْلاَىِهَّللِاَبنُىنِمُْؤتُْمتْنُكْن ِِلِىُس َّرلاَىِهَّللاَىِلُإهوَّ(٩٥)َّ
Terjemahan: 
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil 
amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, 
Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika 
kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu 
lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. 
 
Retribusi (juga disebut bea) daerah adalah pungutan daerah sebagai 
pembayarandisebabkan pemakai atau karena memperoleh jasa dari pekerjaan, usaha 
atau milikbagi dareh yang bekepentingan atau karena yang diberikan oleh daerah 
baiklangsung maupun tidak lansung.
7
 Pengertian retribusi daerah kemudian 
dijelaskanlagi dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah 
danretribusi daerah yaitu : Retribusi Daerah selanjutnya disebut retribusi 
adalahpungutan daerah sebagai balasan atas jasa atau pemberian izin tertentu 
yangkhusus yang diberikan oleh Pemeritah Daerah untuk kepentingan orang pribadi 
ataubadan. 
                                                          
6
 Suparmako, Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan PembangunanDaerah (Yogyakarta: 
Andi, 2002), h. 194.  
 
7
 Wajong, Administrasi Keuangan Daerah (Bandung: PT. Persada, 1974), h. 54. 
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Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 
tentang Retribusi Daerah yang dimaksud dengan : 
1) Retribusi daerah yang kemudian disebut retribusi adalah pungutan sebagai 
pembayaran atas jasa dan izin tertentu khusus disediakan dan atau diberikan oleh 
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau pribadi atau badan. 
2) Golongan retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi retribusi jasa 
umum,retribusi jasa usaha,dan perizinan tertentu. 
a) Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah 
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati 
oleh orang pribadi atau badan. 
b) Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah 
Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat 
disediakan oleh sektor swasta. 
c) Retribusi perijinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah 
Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang 
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas 
kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, 
prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga 
kelestarian lingkungan. 
Dari pendapat-pendapat yang disebut diatas maka dapat dikemukakan ciri-ciri 
dari Retribusi Daerah sebagai berikut : 
a) Retribusi dipungut oleh daerah 
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b) Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan Daerah yang lansung 
dapat ditunjukan 
c) Retribusi dikenakan pada siapa saja yang memanfaatkannya, mengenggunakan 
jasa yang disediakan oleh Daerah.
8
 
 
Ada lima tolak ukur untuk menilai Retribusi Daerah, yaitu :
9
 
1) Yieid (hasil) 
Seperti halnya pajak, Retribusi Daerah memiliki dua fungsi yaitu 
fungsibudgetair dan fungsi reguleerend.Retribusi yang berfungsi bubgetair 
adalhretribusi yang menghasilkan banyak penerimaan retribusi sedangkan retribusi 
yang berfungsi reguleerend adalah retribusi yang tidakmemperhatikan apakah 
hasilnya memadai atau tidak, yang menjadi perhatian adalah kefungsiaan dalam 
mengatur suatu hal. 
2) Eguity (keadilan) 
Menurut Musgrave (Dalam Devisi Fitri, 2004), arti penting keadilan terdapat 
pada kenyataan bahwa setiap orang harus mendapat bagian yang layak dalam 
kegiatan pemerintahan yang mereka biayai sendiri.Sumber penerimaan harus jelas 
dasar penerpan serta kewajiban membayarnya dan tidak sewenang-wenang. Dilihat 
dari individu pembayaran retribusi sebaiknyanya atas keadilan memenuhi kriteria 
keadilan horizontal dan vertikal. Keadilan horizontal artinya bahwa beban retribusi 
yang dipikul adalah sama diberbagai kelompak yang berbeda tetapi kedudukan 
                                                          
8
Riwo Kaho Josef, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Jakarta : Raja 
Grafindo Persada, 2003) h. 154. 
9
  Nick Devas, Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia (Jakarta : UIPress, 1989), h. 40. 
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ekonomis yang sama. Sedangkan keadilan vertikal artinya bahwa kelompok yang 
lebih mampuekonomisnya harus dapat memberikan sumbangan yang lebih besar 
dibandingkan kelompok yang tidak mampu. 
3) Ekonomic Eficiency (efisiensi ekonomi) 
Pajak dan retribusi bias jadi penghambat perkembangan dan pertumbuhan 
perekonomian. Sebap pajak dan retribusi menyerap pendapatan masyarakat, 
akibatnya perputaran ekonomi yang semula berputar dengan cepat menjadi lebih 
lambat. Melalui keseimbangan dan hubungan antara pendapatan terbentuk dari 
pengeluaran konsumsi masyarakat, pengeluaran tabungan masyarakat dan 
pengeluaran pajak dan retribusi. 
4) Ability to Implement (kemampuan melaksanakan)   
Pemungutan retribusi daerah dilihat dari sudut kemampuan politis daerah 
untuk memungut retribusi daerah, yaitu pungutan dari retribusi daerah didukung oleh 
seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya kemampuan secara politis akan di 
implementasikan dalam kemampuan administrasi pemungutan retribusi daerah. Harus 
terlihat adanya hubungan antara potensi dan realisasi penerimaan pungutan daerah. 
Semakin tinggi realisasi penerimaan pungutan daerah di bandingkan dengan potensi 
penerimaannya menunjukan bahwa daerah memiliki kemampuan untuk 
melaksanakan  suatu pemungutan.  
 
 
5) Sustability As A Local Source (kesesuaian sebagai Penerimaan Daerah) 
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Yang dimaksud dengan kesesuaian pungutan sebagai penerimaan daerah 
dapat dilihat dari dua hal, pertama dibandingkan denga daerah yang sejenis dan yang 
kedua dibandingkan dari daerah yang lebih tinggi. Kesesuaian dengan daerah yang 
sejenis, artinya apabila suatu pungutan di daerah memiliki nilai ekonomi berupa 
daerah tersebut mampu melaksanakan pemungutan, maka pada saat yang sama 
pungutan tersebut memiliki nilai ekonomi berupasesuai dengan pungutan daerah. 
Namun apabila suatu pemungutan tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan, 
maka pada saat yang sama daerah tersebut tidak sesuai sebgai empat pemungutan 
pungutan daerah. Sedangkan kesesuaian dengan daerah yang lebih tinggi artinya, 
apabila suatu pungutan telah ditarik oleh pemerintah pusat, maka tidak boleh lagi 
ditarik oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu dapat dipastikan bahwa suatu 
pungutan pastilah sesuai dengan daerah yang tinggi. 
2. Jenis dan Golongan Retribusi Daerah 
Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001tentang 
Retribusi Daerah menjelaskan terdiri dari tiga jenis Retribusi yaitu Retribusi Jasa 
Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Jasa Perizinan Tertentu. 
a. Jasa Umum 
Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan 
Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 
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 Retribusi Jasa Umum adalah: 
1) Retribusi Pelayanan Kesehatan; 
2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; 
3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan AktaCatatan Sipil; 
4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; 
5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; 
6) Retribusi Pelayanan Pasar; 
7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; 
8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; 
9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; 
10) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan 
Dalam pelaksanaannya Retribusi Jasa Umum harus memenuhikriteria sebagai 
berikut: 
a) Retribusi ini bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasausaha atau 
retribusi perizinan tertentu. 
b) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalamrangka pelaksanaan 
desentralisasi. 
c)  Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang  
diharuskan untuk membayar retribusi disamping untuk melayani kepentingan dan 
kemamfaatan umum. 
d) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi. 
e)  Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional tentang pelaksanaannya.  
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f) Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu 
sumber pendapatan daerah yang potensial. 
g)  Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat 
dan kualitas layanan yang baik. 
b. Retribusi Jasa Usaha 
Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah 
Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi: 
a) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerahyang belum 
dimanfaatkan secara optimal. 
b) Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai 
oleh pihak swasta. 
Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah: 
1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 
2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; 
3. Retribusi Tempat Pelelangan; 
4. Retribusi Terminal; 
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir; 
6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; 
7. Retribusi Rumah Potong Hewan; 
8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; 
9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; 
10. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. 
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c. Retribusi Perizinan Tertentu 
Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh 
Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk 
pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber 
daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi 
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis Retribusi Perizinan 
Tertentu adalah: 
1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; 
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; 
3. Retribusi Izin Gangguan; 
4. Retribusi Izin Trayek; dan 
5. Retribusi Izin Usaha Perikanan. 
Untuk menetapkan tarif masing-masing jenis retribusi tersebut diatas 
dilakukan berdasarkan prinsip dan sasaran yaitu : 
1) Untuk retribusi jasa Umum, ditetapkan berdasarkan kegiatan daerah dengan 
mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan 
masyarakat dan aspek keadilan. 
2) Untuk retribusi jasa usaha, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan 
yang layak.  
3) Untuk retribusi perizinan rertentu, didasarkan pada tujuan untuk menutup 
sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin yang 
bersangkutan. 
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Dalam memungut retribusi ada tiga sisi yang perlu diperhatikan: 
1) Dari sisi wajib retribusi, biasanya wajib retribusi sering menghindardari pungutan 
dengan cara menunda pembayaran dan berkeinginanmembayar lebih kecil dari 
yang seharusnya dibayar. 
2) Dari segi pelaksanaan sistem dan prosedur administrasi. Dalammelaksanakan 
pungutan system dan prosedur administrasi sangatmembantu karena merupakan 
alat pengawasan terhadap pelaksanaadminstrasi maupun wajib retribusi dalam 
menghindari kebocorandan penyimpangan yang mungkin terjadi dalam 
pemungutan retribusidalam mengefektifkan penerimaan. Kegiatan-kegiatan yang 
dilakukanyaitu: melakukan konfirmasi data pada instansi terkait, penetapantarif, 
penagihan retribusi perlu petugas yang disiplin waktu,penyetoran, pembukuan 
dan pelaporan. 
3) Aparat pemungut/petugas, bagi petugas atau pemungut retribusidiperlukan mental 
dan sikap dan bertanggungjawab sepenuhnyadalam pelaksanaan tugas 
Prinsip-prinsip dalam penerapan retribusi harus diperhatikan agarretribusi 
dapat mencapai tujuannya untuk membiayai pelayanan yangdilaksanakan oleh 
pemerintah daerah. 
Empat prinsip umum yang digunakan sebagai indikator dalam pengenaan 
retribusi yaitusebagai berikut :
10
 
 
 
                                                          
10
 Kesit Bambang Prakosa, Pajak Dan Retribusi Daerah (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 45. 
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1) Kecukupan 
Retribusi terhadap pemakaian barang atau jasa perlu diterapkan untuk 
melakukan rasionalisme permintaan dari konsumen. Tanpa adanya harga maka 
permintaan dan penawaran terhadap suatu barang tidak akan mencapai titik 
keseimbangan yang akibatnya tidak dapat menciptakan alokasi sumer daya yang 
efisien.  
Dengan diterapkannya retribusi maka setiap orang memiliki kebebasan untuk 
mengatur jumlah konsumsinya terhadap barang tersebut agar lebih sesuai dengan 
kebutuhannya dan kemampuannya untuk membayar. 
2) Keadilan 
Kriteria kedua adalah keadilan.Penetapan harga layanan atau tarif retribusi, 
harus menerapkan prinsip keadilan.Pada prinsipnya beban pengeluaran pemerintah 
haruslah dipikul oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kekayaan dan 
kesanggupan masing-masing golongan. 
Penerapan tarif retribusi berdasarkan kemampuan dari wajib retribusi. 
Semakin rendah kemampuan membayar maka semakin rendah tarif yang dikenakan 
dibanding mereka yang memiliki kemampuan 
membayar lebih besar. 
3). Kemudahan Administrasi 
Secara teoritis retribusi mudah ditaksir dan dipungut, mudah ditaksir karena 
pertanggung jawaban didasarkan atas tingkat komsumsi yang dapat diukur, mudah 
dipungut sebab penduduk hanya mendapatkan apa yang mereka bayar. Hal ini terkait 
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dengan benefit Principle pada retribusi  yang dikemukakan oleh Mc.Master (1991) 
yaitu retribusi dikenakan kepada individu dan atau kelompok yang menikmati 
manfaat barang atau jasa tersebut dengan pemakaian. Sebaliknya individu dan atau 
kelompok  yang tidak menikmati dibebaskan dari kewajiban membayar. 
4). Kesepakatan Politis 
Retribusi daerah merupakan suatu produk politik yang harus diterima oleh 
masyarakat, terutama oleh mereka yang akan menjadi wajib retribusi dengan 
kesadaran yang cukup tinggi, sehingga didalamnya harus memuat kepastian hukum. 
Sehingga diperlukan suatu kemampuan politi dalam menetapkan retribusi, struktur 
tarif, memutuskan siapa yang membayar dan bagaimana memungut retribusinya. 
Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi dapat dibedakan atas tiga kelompok 
masing-masing sebagai berikut: 
1. Kelompok retribusi daerah dengan sarana pemungutannya menggunakan surat 
kuasa untuk menyetor. 
2. Kelompok retribusi daerah dimana sarana pemungutannya menggunakan barang 
berharga seperti : materai, kupon, dan formulir berharga. 
3. Kelompok retribusi daerah yang pelaksanaan pemungutannya dilakukan dengan 
menggunakan kartu. 
B. Teori Pendapatan Asli Daerah 
Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber penerimaan yang harus 
selalu terus menerus di pacu pertumbuhannya.Dalam otonomi daerah ini kemandirian 
22 
 
pemerintah daerah sangat dituntut dalam pembiayaan pembangunan daerah dan 
pelayaan kepada masyarakat. 
Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pasal 1, Pendapatan Asli 
Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam 
daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan 
sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal 
dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah 
untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. 
Pendapatan Asli Daerah adalah: Penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, 
retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah 
yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
11
Untuk menuju 
otonomi daerah, maka pengelolaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah perlu 
semakin diintensifkan, agar tercapai keseimbangan antara pelaksana tugas-tugas 
pemerintahan dan pembangunan serta dapat mendukung terciptanya aparat yang 
bersih dan bertanggung jawab. 
Sumber pendapatan daerah berupa PAD dan dana perimbangan berpengaruh 
terhadap belanja daerah secara keseluruhan. Meskipun proporsi PAD maksimal hanya 
                                                          
11
 Mardiasmo, Keuangan Negara dan Daerah (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), h. 132. 
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sebesar 20% dari total pendapatan daerah, kontribusinya terhadap pengalokasian 
anggaran cukup besar, terutama bila dikaitkan dengan kepentingan politis.
12
 
Pendapatan Asli Daerah merupakan pencerminan terhadap pendapatan 
masyarakat, untuk itu perlu adanya kiat-kiat bagi pemerintah daerah dalam 
meningkatkan potensi masyarakat dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan 
masyarakat. Meningkatnya pendapatan masyarakat jelas mempengaruhi pertumbuhan 
ekonomi dan kesejahteraan sekaligus menambah Pendapatan Asli Daerah. 
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah tentunya tidak terlepas dari kemampuan 
pemerintah dalam membina masyarakat dan unsur swasta dalam mewujudkan 
berbagai bidang usaha, untuk selanjutnya dapat memberikan masukan terhadap 
daerah. 
Untuk memperoleh target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih 
dipertanggung jawabkan, penyusunannya perlu memperhitungkan berbagai faktor.
13
 
Faktor-faktor tersebut adalah: 
1. Realisasi penerimaan pendapatan dari tahun anggaran yang lalu dengan 
memperhatikan faktor pendukung yang menyebabkan tercapainya realisasi  
tersebut serta faktor-faktor penghambatnya 
2. Kemungkinan pencarian tunggakan tahun-tahun sebelumnya yang diperkirakan 
dapat ditagih; 
                                                          
12
Mamesa, Administrasi Keuangan Daerah (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995), h.  
143.  
13
 Dadang Solihin, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (Jakarta: Gramedia, 2002),  
h. 143. 
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3. Data potensi objek dan estimasi perkembangan perkiraan; 
4. Kemungkinan adanya perubahan penyesuaian tarif dan penyempurnaansistem 
pungutan; 
5. Keadaan sosial ekonomi dan tingkat kesadaran masyarakat selaku wajib bayar 
6. Kebijakan dibidang ekonomi dan moneter. 
Pendapatan Asli daerah merupakan cerminan dari otonomi daerah serta 
penyerahan otoritas sistem pengendalian dan manajemen keuangan daerah kepada 
pemerintah daerah. Sumber PAD  merupakan sumber keuangan daerah yang digali 
dari wilayah daerah sendiri yang dipungut berdasarkan perda, sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Sumber PAD terdiri dari : 
1. Hasil pajak daerah 
2. Hasil retribusi daerah 
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. 
4. Lain-lain PAD yang sah antara lain hasil penjualan asset tetap 
daerah dan jasa giro. 
Berdasarkan pandangan di atas, menurut penulis bahwa Pendapatan Asli 
Daerah merupakan modal dasar bagi setiap daerah dalam melaksanakan kegiatan 
pemerintahan dan pembangunan, dan sekaligus merupakan suatu bukti terhadap 
tingginya kesadaran masyarakat dalam mendukung pemerintah dalam menggali 
sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. 
25 
 
Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas pengadministrasian pajak dan 
retribusi daerah, pengadministrasian pendapatan ini diharapkan dapat memastikan 
setiap orang untuk harus membayar pajak dan retribusi sesuai dengan jumlahnya serta 
seluruh pendapatan yang diperoleh di administrasikan dengan baik oleh lembaga di 
lingkungan pemerintah daerah yang ditugaskan sebagaimana mestinya. Untuk 
merealisasikan hal tersebut, langkah yang harus ditempuh adalah : 
1. Melakukan identifikasi yang akurat atas siapa yang harus menanggung atau 
membayar. 
2. Melakukan perhitungan yang tepat. 
3. Melakukan pemungutan sesuai dengan perhitungan yang dilakukan. 
4. Melakukan pengawasan dan pemberian sanksi yang tepat bagi wajib pajak dan 
retribusi yang melanggar ketentuan. 
5. Melakukan pengawasan terhadap pegawai yang terkait untuk memastikan agar 
pajak dan retribusi diadministrasikan dengan baik . 
C. Kerangka Pikir 
Adapun kerangka pikir dari proposal judul yaitu pengaruh retribusi daerah 
terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Bulukumba. 
PAD adalah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Retribusi Daerah, dan 
lain-lain Pendapatan Yang Sah. Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari 
APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan 
antar  daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan  
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desentralisasi. Belanja daerah adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada 
suatu periode anggaran. 
Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud menjelaskan pengaruh pajak daerah 
dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
di Pemerintah Kota Bulukumba. Untuk itu peneliti membutuhkan data penerimaan 
daerah yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Setelah data diperoleh, 
maka data kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis regresi sederhana. 
Sehingga dari hasil analisis tersebut dapat diketahui pengaruh retribusi daerah 
terhadap Pendapatan Asli Daerah.
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Berikut adalah kerangka pikir yang akan dijadikan penulis sebagai acuan 
penelitian : 
Gambar 2.1  
 Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. 
 
 
  
Keterangan = Variabel independen 
 = Tanda penghubung (variabel independen dan variabel     
   dependen) 
= Variable dependen 
                                           
                                                          
14
Nanang Budianas pengaruh pajak terhadap pendapatan asli daerah 2004 
Rertribusi 
Daerah          
(X) 
Pendapatan Asli 
Daerah (PAD)      
(Y) 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis dan lokasi penelitian 
Penelitian ini merupakan jenis pengambilan data yang bersifat deskriptif-
kuantitatif, yaitu mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap 
wilayah tertentu mengenai hubungan sebab-akibat berdasarkan pengamatan 
terhadap akibat yang ada, kemudian menduga faktor sebagai penyebab melalui 
pendekatan kuantitatif khususnya retribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) 
dikabupaten Bulukumba  Tahun 2006-2015 yang akan diuji secara empiris. 
Tujuan dari penelitian kuntitatif adalah mengembangkan dan 
menggunakan model-model matematis, teori-teori dari hipotesis yang berkaitan 
dengan fenomena alam. Penelitian kuantitatif  banyak digunakan dalam ilmu-imu 
alam maupun ilmu sosial. 
Agar penelitian inilebih spesifik dalam cakupannya, maka penelitian ini 
menggunaka sistem rentang waktu (time series), dimana data dikumpulkan 
dihitung berdasarkan data sepuluh tahun terakhir (Tahun 2006 sampai 2015). 
Dalam penelitian ini penulis memilih kabupaten Bulukumba sebagai 
objek dan lokasi penelitin denga menetapkan retribusi daerah yang diperoleh dari 
Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaen Bulukmba 
B.  Ruang lingkup penelitian 
 Ruang lingkup penelitian ini mencakup faktor-faktor yang mempengarhi 
pendapatan retribusi kabupaten Bulukumba. Khusussnya pengaruh rupiah 
perhadap pendapatan asli daerah Bulukumba. 
27 
 
 
 
28 
 
 
 
C. Pendekatan Penelitian 
Dalam dunia sosial, pendekatan penelitian membantu manusia memahami 
fenomena yang terjadi disekitarnya. Prof. Dr. Sugiono alam bukunya Metode 
penelitian. 
Kombinasi membagi pendekatan penelitian menjadi dua, yaitu kualitatif 
dan kuantitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan kuantitatif. Dalam pendekatan kuantitatif ini, teori menjadi pedoman 
bagi peneliti untuk merencanakan penelitian. 
Metode kuantitatif dinamakan metode radisional karena sudah 
digunakan suda cukup lama digunakan sehingga sdah mentradisi sebagai untuk 
penelitian. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data berupa angka-angka 
dan analisis mengunakana statistik. 
D.  Metode Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode deskriftif .Penelitian deskriftif 
adalah suatu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu 
keadaan sejernih mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti 
(Kountur, 2003).Pemilihan tipe ini didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam 
pembahasan skripsi ini tujuan yang ingin dicapai adalah untuk memberikan suatu 
gambaran mengenai keadaan dilapangan terkait proses, kendala serta upaya dalam 
pengadministrasian penerimaan retribusi daerah kabupen Bulukumba. 
E. Jenis dan sumber data  
Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data 
sekunder: 
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1) Data Sekunder 
Data sekunder yang bersumber dari hasil olahan instansi atau suatu lembaga 
tertentu bukan saja untuk kepentingan lembaganya tetapi juga untuk perihal lain 
yang membutuhkan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh landasan atau kerangka 
pemikiran yang digunakan untuk membahas hasil penelitian. 
F. Teknik pengumpulan  data 
 Pengumpulan data merupakanhal yang sangat penting dalam penelitian, 
karena data dapat digunakan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. 
Metode pengumpulan data dapat ditentukan pula oleh masalah penelitian yang 
ingin di pecahkan. Jadi pada skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian 
lapangan (Filed Research), dimana penulis melakukan tinjauan secara lansung 
dilapangan untuk mendapatkan data-data konkrit yang berkaitan dengan skripsi 
ini guna dijadikan sebagai bahan penulisan. 
 Data dikumpulkan dengan cara teknik dokumentasi. Teknik Dokumentasi 
adalah pengumpulan data dengan cara mengambil daridokumen–dokumen, neraca 
atau bukti tertulis berupa laporan data, khususnya data mengenaipajak Daerah, 
Retribusi Daerah dan PendapatanAsli Daerah tahun 2006-2015 
G. Teknik Analilis Data  
Teknik ini merupakan metode yang digunakan peneliti dalam menganalisa data, 
adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data dalam penelitian ini 
adalah melalui Analisis Inferensial. Analisis ini digunakan untuk menjawab 
hipotesis penelitian, analisis ini ditempuh dengan tahapan sebagai berikut : 
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a. Uji Normalitas Data  
Uji ini dimaksudkan untuk menentukan apakah variabel-variabel penelitian 
berdistribusi normal atau tidak.Uji normalitas juga untuk melihat apakah model 
regresi yang digunakan sudah baik.Model regresi yang baik adalah memiliki 
distribusi normal atau mendekati normal. 
Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan kolmogorov sminov 
terhadap masing-masing variabel, dan juga dapat dilihat dari penyebaran data 
(titik) pada normal P Plot of Regression Standardlized Residual variabel 
independen, dimana jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti 
arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas sedangkan 
jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis 
diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 
b. Uji Asumsi Klasik  
Pengujian regresi sederhana dapat dilakukan setelah dilakukan pengujian asumsi 
klasik untuk mengetahui apakah data yang akan digunakan terbebas dari asumsi 
klasik atau tidak, yang terdiri dari sebagai berikut : 
1) Uji Multikolonieritas  
Uji ini diperlukan untuk mengetahui apakah ada tidaknya variabel 
independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lain dalam satu 
model (Nugroho 2005 dalam Ardhani 2011). Selain itu deteksi terhadap 
multikoliniearitas juga bertujuan untuk menghindari bias dalam proses 
pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing 
variabel independen terhadap variabel dependen. Deteksi multikolinieritas pada 
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suatu model dapat diketahui jika nilai Variance Inflation Factor (VIF) tidak lebih 
dari 10dan nilai Tolerance tidak kurang dari 0,1, maka model tersebut dapat 
dikatakan terbebas dari multikolinieritas, sedangkan VIF = 1/Tolerance, jika VIF 
= 10 maka Tolerance = 1/10 = 0,1.  
2) Uji Autokorelasi  
Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear ada 
korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dan dengan kesalahan 
pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya).Jika terjadi korelasi, maka dinamakan 
ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan 
sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Pengujian asumsi ketiga ini, 
dilakukan dengan menggunakan uji Durbin Watson (DW Test), yaitu untuk 
menguji apakah terjadi korelasi serial atau tidak dengan menghitung nilai d 
statistik.Salah satu pengujian yang digunakan untuk mengetahui adanya 
autokorelasi adalah dengan memakai uji statistik DW test.Jika nilai DW berada 
diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi. 
2) Uji Heteroskedastisitas  
Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 
ketidaksamaan varians, dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 
Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 
Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi 
yang baik adalah yang berjenis Homoskedastisitas atau tidak terjadi 
Heteroskedastisitas. 
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Uji statistik yang digunakan adalah Uji Scatterplot dan Uji Glesjer. Uji 
Scatterplot digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya Heteroskedastisitas 
yaitu dengan melihat grafik plot antara lain nilai prediksi variabel terikat 
(dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada atau tidaknya 
Heteroskedastisitas dapat dilakukan 
dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik Scatterplot 
antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, 
dsan sumbu X adalah residual (Y prediksi-Y sesungguhnya) yang telah di 
studentized. Sedangkan Uji Glesjer mengusulkan untuk meregres nilai absolut 
residual terhadap variabel independen. (Gujarati, 2003 dalam Maharani, 2010). 
Dasar pengambilan keputusan dengan analisis grafik Uji Scatterplot adalah jika 
ada pola seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur 
(bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah 
terjadi Heteroskedastisitas sedangkan jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-
titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 
Heteroskedastisitas. Dasar pengambilan keputusan dengan uji Glesjer adalah 
meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen dengan persamaan 
regresi Ut = α+βXt+vt dan jika tingkat probabilitas signifikansinya diatas tingkat 
kepercayaan 5% (α = 0,05), maka dapat disimpulkan model regresi tidak 
mengandung adanya Heteroskedastisitas.  
c. Analisis Regresi  
Setelah uji asumsi klasik dilakukan maka selanjutnya menganalisis regresi dengan 
langkah-langkah sebagai berikut : 
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Sebelum analisis regresi digunakan maka terlebih dahulu akan dilakukan uji 
Asumsi klasik untuk selanjutnya akan dilakukukan uji hipotesis dengan bantuan 
program SPSS versi 17.  
a. Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 
kemampuan model dalam menerangkan variable dependen.Nilai koefisien 
determinasi adalah diantara 0 dan 1. Jika nilai koefisien yang ada dapat 
memberikan hampir semua imformasi yang dibutuhkan untuk mendeteksi variable 
dependen, sedangkan R
2 
sama dengan 0, maka tidak aka nada pengaruh variable 
independen terhadap variable dependen. 
b. Uji Simultan (F-test) 
Uji Statisic atau Analitic Of Variance (ANOVA) pada dasarnya 
menunjukkan bahwa pakah semua variable independen yang dimaksud dalam 
model mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variaben 
dependennya. Nilai F dalam table ANOVA juga untuk melihat apakah model 
yang digunakan sudah tepat atau tidak. 
Ho : β₁ = 0 semua variabel indevenden tidak mempengaruhi variable devenden 
secara bersama – sama 
H₁ : β₁ ≠  0 semua variabel indevenden mempengaruhi variabel devenden secara 
bersama-sama 
 Pada tingkat signifikansi 5 persen dengan kriteria pengujian yang 
digunakan sebagai berikut: 
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a. Hₒ diterima dan H₁ di tolak apabila f hitung ˂  f  tabel, atau jika 
probabilitas f hitung ˃  tingkat signifikansi 0,05 maka Hₒ ditolak, artinya 
variabel indevenden secara serentak atau bersama-sama tidak 
mempengaruhi variabel yang di jelaskan secara signifikan. 
b. Hₒ ditolak dan H₁  diterima apabila f hitung ˃ f tabel, atau jika probabilitas 
f hitung ˂ tingkat signifikansi 0,05 maka Hₒ di tolak, artinya variabel 
indevenden secra serentak atau bersama sama mempengaruhi variabel 
yang di jelaskan secara signifikan. 
Adapun model yang digunakan untuk menganalisis keterkaitan antara dua 
variabel tersebut, yaitu menggunakan analisis regresi sederhana. Berdasarkan 
studi empiris sebelumnya, untuk mengetahui pengaruh retrbusi terhadap 
pendapatan asli daerah (PAD) Pada tahun sebelumnya maka digunakan metode 
lag. Sehingga retribusi daerah sebagai variable independen yang mempengaruhi 
pendapatan asli daerah sebagai variabel devenden dapat dinyatakan dalam fungsi 
sebagai berikut : 
Y =f(X₁) 
Dengan model analisis : 
Y=α+β1X₁+μ 
Dimana : 
Y =PendapatanAsli Daerah 
X₁ =Retribusi Daerah 
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α =Konstanta 
β1,=Koefisien Regresi 
μ =Error term 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Kabupaten Bulukumba 
Kabupaten Bulukumba adalah salah satu Daerah Tingkat II di 
provinsiSulawesi Selatan, Indonesia.Ibu kotakabupaten ini terletak di Kota 
Bulukumba. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.154,67 km² dan berpenduduk 
sebanyak 394.757 jiwa (berdasarkan sensus penduduk 2010).Kabupaten Bulukumba 
mempunyai 10 kecamatan, 24 kelurahan, serta 123 desa. 
Awal terbentuknya, Kabupaten Bulukumba hanya terdiri atas tujuh kecamatan 
(Ujungbulu, Gangking, Bulukumpa, Bontobahari, Bontotiro, Kajang, Hero Lange-
Lange), tetapi beberapa kecamatan kemudian dimekarkan dan kini “butta panrita 
lopi” sudah terdiri atas 10 kecamatan. 
Ke-10 kecamatan tersebut adalah:  
1. Kecamatan Ujungbulu (Ibukota Kabupaten) 
2. Kecamatan Gantarang 
3. Kecamatan Kindang 
4. Kecamatan Rilau Ale 
5. Kecamatan Bulukumpa 
6. Kecamatan Ujungloe 
7. Kecamatan Bontobahari 
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8. Kecamatan Bontotiro 
9. Kecamatan Kajang 
10. Kecamatan Herlang 
Dari 10 kecamatan tersebut, tujuh di antaranya merupakan daerah pesisir 
sebagai sentra pengembangan pariwisata dan perikanan yaitu Kecamatan Gantarang, 
Kecamatan Ujungbulu, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Bontobahari, Kecamatan 
Bontotiro, Kecamatan Kajang dan Kecamatan Herlang. Tiga kecamatan lainnya 
tergolong sentra pengembangan pertanian dan perkebunan, yaitu Kecamatan 
Kindang, Kecamatan Rilau Ale dan Kecamatan Bulukumpa. 
Sejarah 
Mitologi penamaan "Bulukumba", konon bersumber dari dua kata dalam 
bahasa Bugis yaitu "Bulu’ku" dan "Mupa" yang dalam bahasa Indonesia berarti 
"masih gunung milik saya atau tetap gunung milik saya". 
Mitos ini pertama kali muncul pada abad ke–17 Masehi ketika terjadi perang 
saudara antara dua kerajaan besar di Sulawesi yaitu Kerajaan Gowa dan Kerajaan 
Bone. Di pesisir pantai yang bernama "Tana Kongkong", di situlah utusan Raja Gowa 
dan Raja Bone bertemu, mereka berunding secara damai dan menetapkan batas 
wilayah pengaruh kerajaan masing-masing. 
Bangkeng Buki' (secara harfiah berarti kaki bukit) yang merupakan barisan lereng 
bukit dari Gunung Lompobattang diklaim oleh pihak Kerajaan Gowa sebagai batas 
wilayah kekuasaannya mulai dari Kindang sampai ke wilayah bagian timur.Namun 
pihak Kerajaan Bone berkeras memertahankan Bangkeng Buki' sebagai wilayah 
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kekuasaannya mulai dari barat sampai ke selatan. Berawal dari peristiwa tersebut 
kemudian tercetuslah kalimat dalam bahasa Bugis "Bulu'kumupa" yang kemudian 
pada tingkatan dialek tertentu mengalami perubahan proses bunyi menjadi 
"Bulukumba". Konon sejak itulah nama Bulukumba mulai ada dan hingga saat ini 
resmi menjadi sebuah kabupaten. 
Peresmian Bulukumba menjadi sebuah nama kabupaten dimulai dari terbitnya 
Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah–daerah 
Tingkat II di Sulawesi yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Bulukumba Nomor 5 Tahun 1978, tentang Lambang Daerah. 
Akhirnya setelah dilakukan seminar sehari pada tanggal 28 Maret 1994 
dengan narasumber Prof. Dr. H. Ahmad Mattulada (ahli sejarah dan budaya), maka 
ditetapkanlah hari jadi Kabupaten Bulukumba, yaitu tanggal 4 Februari 1960 melalui 
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1994. Secara yuridis formal Kabupaten 
Bulukumba resmi menjadi daerah tingkat II setelah ditetapkan Lambang Daerah 
Kabupaten Bulukumba oleh DPRD Kabupaten Bulukumba pada tanggal 4 Februari 
1960 dan selanjutnya dilakukan pelantikan bupati pertama, yaitu Andi Patarai pada 
tanggal 12 Februari 1960. 
Slogan Kabupaten Bulukumba 
Paradigma kesejarahan, kebudayaan dan keagamaan memberikan nuansa 
moralitas dalam sistem pemerintahan yang pada tatanan tertentu menjadi etika bagi 
struktur kehidupan masyarakat melalui satu prinsip "Mali’ siparappe, Tallang 
sipahua." Ungkapan yang mencerminkan perpaduan dari dua dialek bahasa Bugis – 
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Konjo tersebut merupakan gambaran sikap batin masyarakat Bulukumba untuk 
mengemban amanat persatuan di dalam mewujudkan keselamatan bersama demi 
terciptanya tujuan pembangunan lahir dan batin, material dan spiritual, dunia dan 
akhirat. 
Nuansa moralitas ini pula yang mendasari lahirnya slogan pembangunan 
"Bulukumba Berlayar" yang mulai disosialisasikan pada bulan September 1994 dan 
disepakati penggunaannya pada tahun 1996.Konsepsi "Berlayar" sebagai moral 
pembangunan lahir batin mengandung filosofi yang cukup dalam serta memiliki 
kaitan kesejarahan, kebudayaan dan keagamaan dengan masyarakat 
Bulukumba."Berlayar", merupakan sebuah akronim dari kalimat kausalitas yang 
berbunyi "Bersih Lingkungan, Alam Yang Ramah".Filosofi yang terkandung dalam 
slogan tersebut dilihat dari tiga sisi pijakan, yaitu sejarah, kebudayaan dan 
keagamaan. 
Pijakan sejarah 
Bulukumba lahir dari suatu proses perjuangan panjang yang mengorbankan 
harta, darah dan nyawa. Perlawanan rakyat Bulukumba terhadap kolonial Belanda 
dan Jepang menjelang Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945 
diawali dengan terbentuknya "barisan merah putih" dan "laskar brigade 
pemberontakan Bulukumba angkatan rakyat". Organisasi yang terkenal dalam sejarah 
perjuangan ini, melahirkan pejuang yang berani mati menerjang gelombang dan badai 
untuk merebut cita-cita kemerdekaan sebagai wujud tuntutan hak asasi manusia 
dalam hidup berbangsa dan bernegara. 
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Pijakan kebudayaan 
Dari sisi budaya, Bulukumba telah tampil menjadi sebuah "legenda modern" 
dalam kancah percaturan kebudayaan nasional, melalui industri budaya dalam bentuk 
perahu, baik itu perahu jenis pinisi, padewakkang, lambo, pajala, maupun jenis lepa–
lepa yang telah berhasil mencuatkan nama Bulukumba di dunia internasional. Kata 
layar memiliki pemahaman terhadap adanya subjek yang bernama perahu sebagai 
suatu refleksi kreativitas masyarakat Bulukumba. 
1. Pijakan Keagamaan 
Masyarakat Bulukumba telah bersentuhan dengan ajaran agamaIslam sejak 
awal abad ke–17 Masehi yang diperkirakan tahun 1605 M. Ajaran agama Islam ini 
dibawa oleh tiga ulama besar (waliyullah) dari Pulau Sumatera yang masing–masing 
bergelar Dato Tiro (Bulukumba), Dato Ribandang (Makassar) dan Dato Pattimang 
(Luwu). Ajaran agama Islam yang berintikan tasawwuf ini menumbuhkan kesadaran 
religius bagi penganutnya dan menggerakkan sikap keyakinan mereka untuk berlaku 
zuhud, suci lahir batin, selamat dunia dan akhirat dalam kerangka tauhid 
"appasewang" (meng-Esa-kan Allah SWT).Selain itu Terdapat Mesjid tertua ketiga di 
Sulawesi Selatan yang dinamakan Masjid Nurul Hilal Dato Tiro yang terletak di 
Kecamatan Bontotiro. 
Secara kewilayahan, Kabupaten Bulukumba berada pada kondisi empat 
dimensi, yakni dataran tinggi pada kaki Gunung Bawakaraeng – Lompobattang, 
dataran rendah, pantai dan laut lepas. Kabupaten Bulukumba terletak di ujung bagian 
selatan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, terkenal dengan industri perahu pinisi 
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yang banyak memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat dan Pemerintah 
Daerah. Luas wilayah Kabupaten Bulukumba 1.154,67 Km2 dengan jarak tempuh 
dari Kota Makassar sekitar 153 Km. 
1. Letak Geografis  
Secara geografis Kabupaten Bulukumba terletak pada koordinat antara 5°20” 
sampai 5°40” Lintang Selatan dan 119°50” sampai 120°28” Bujur Timur. Batas-batas 
wilayahnya adalah: 
 Sebelah Utara: Kabupaten Sinjai 
 Sebelah Selatan: Kabupaten Kepulauan Selayar 
 Sebelah Timur: Teluk Bone 
 Sebelah Barat: Kabupaten Bantaeng. 
GAMBAR 4.1 
LANDSCAPE KAB. BULUKUMBA 
 
Sumber:  google.com 
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2. Kondisi Alam dan Topografi 
Daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 s/d 25 meter di atas 
permukaan laut meliputi tujuh kecamatan pesisir, yaitu: Kecamatan Gantarang, 
Kecamatan Ujungbulu, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Bontobahari, Kecamatan 
Bontotiro, Kecamatan Kajang dan Kecamatan Herlang. Daerah bergelombang dengan 
ketinggian antara 25 s/d 100 meter dari permukaan laut, meliputi bagian dari 
Kecamatan Gantarang, Kecamatan Kindang, Kecamatan Bontobahari, Kecamatan 
Bontotiro, Kecamatan Kajang, Kecamatan Herlang, Kecamatan Bulukumpa dan 
Kecamatan Rilau Ale. Wilayah Kabupaten Bulukumba lebih didominasi dengan 
keadaan topografi dataran rendah sampai bergelombang. Luas dataran rendah sampai 
bergelombang dan dataran tinggi hampir berimbang, yaitu jika dataran rendah sampai 
bergelombang mencapai sekitar 50,28% maka dataran tinggi mencapai 49,72%. 
Kabupaten Bulukumba mempunyai suhu rata-rata berkisar antara 23,82 °C – 
27,68 °C. Suhu pada kisaran ini sangat cocok untuk pertanian tanaman pangan dan 
tanaman perkebunan.Berdasarkan analisis Smith – Ferguson (tipe iklim diukur 
menurut bulan basah dan bulan kering) maka klasifikasi iklim di Kabupaten 
Bulukumba termasuk iklim lembap atau agak basah. 
Kabupaten Bulukumba berada di sektor timur, musim gadu antara Oktober – 
Maret dan musim rendengan antara April – September. Terdapat 8 buah stasiun 
penakar hujan yang tersebar di beberapa kecamatan, yakni: stasiun Bettu, stasiun 
Bontonyeleng, stasiun Kajang, stasiun Batukaropa, stasiun Tanah Kongkong, stasiun 
Bontobahari, stasiun Bulo–bulo dan stasiun Herlang. Daerah dengan curah hujan 
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tertinggi terdapat pada wilayah barat laut dan timur sedangkan pada daerah tengah 
memiliki curah hujan sedang sedangkan pada bagian selatan curah hujannya rendah. 
Curah hujan di Kabupaten Bulukumba sebagai berikut: 
 Curah hujan antara 800-1000 mm/tahun, meliputi Kecamatan Ujungbulu, 
sebagian Gantarang, sebagian Ujung Loe dan sebagian besar Bontobahari. 
 Curah hujan antara 1000-1500 mm/tahun, meliputi sebagian Gantarang, sebagian 
Ujung Loe dan sebagian Bontotiro. 
 Curah hujan antara 1500-2000 mm/tahun, meliputi Kecamatan Gantarang, 
sebagian Rilau Ale, sebagian Ujung Loe, sebagian Kindang, sebagian 
Bulukumpa, sebagian Bontotiro, sebagian Herlang dan Kecamatan Kajang. 
 Curah hujan di atas 2000 mm/tahun meliputi Kecamatan Kindang, Kecamatan 
Rilau Ale, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Herlang. 
Tanah di Kabupaten Bulukumba didominasi jenis tanah latosol dan 
mediteran.Secara spesifik terdiri atas tanah alluvial hidromorf coklat kelabu dengan 
bahan induk endapan liat pasir terdapat dipesisir pantai dan sebagian di daratan 
bagian utara.Sedangkan tanah regosol dan mediteran terdapat pada daerah-daerah 
bergelombang sampai berbukit di wilayah bagian barat.Sungai di Kabupaten 
Bulukumba ada 32 aliran yang terdiri dari sungai besar dan sungai kecil. Sungai-
sungai ini mencapai panjang 603,50 km dan yang terpanjang adalah sungai Sangkala 
yakni 65,30 km, sedangkan yang terpendek adalah sungai Biroro yakni 1,50 km. 
Sungai-sungai ini mampu mengairi lahan sawah seluas 23.365 Ha. 
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3. Potensi Wilayah 
Kabupaten bulukumba termasuk kedalam beberapa jajaran kabupaten di Provinsi Sul-
Sel dengan Potensi wilayah yang beragam mulai dari potensi wisata, alam maupun 
budayanya.Dan bahkan ada beberapa potensi yang sudah sejak lama da dikabupaten 
bulukumba sudah mendunia dan melanglang buana ke mana-mana. Berikut ini 
potensi wilayah yang dimiliki oleh kabupaten Bulukumba:    
1. Wisata Bahari 
Pantai Tanjung Bira 
Pantai Apparalang 
Pantai Bara 
Pantai Mandala Ria 
Pantai Kasuso 
Pantai Samboang 
Pantai Ujung Tiro 
Pantai Marumasa 
Pulau Kambing 
Pulau Liukang Loe 
2. Wisata Alam 
Air Terjun Bravo 
Bukit Kahayya 
Goa Passohara 
Goa Passea 
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Permandian Alam Hila-Hila 
Permandian Alam Limbua 
Perkebunan Karet Balombessie 
Puncak Pua Janggo 
3. Wisata Sejarah, Budaya, dan Religi 
Tempat Pembuatan Perahu Tradisional Pinisi 
Kawasan Adat Ammatoa Kajang 
Makam Dato' Tiro 
Masjid Nurul Hilal Dato' Tiro 
Islamic Center Dato' Tiro 
4. Eko Wisata  
Taman Cekkeng Nursery 
Lambang daerah Kabupaten Bulukumba 
Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulukumba Nomor: 13 Tahun 
1987, maka ditetapkanlah Lambang Daerah Kabupaten Bulukumba dengan makna 
sebagai berikut: 
1. Perisai Persegi Lima Melambangkan sikap batin masyarakat Bulukumba yang 
teguh memertahankan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. 
2. Padi dan Jagung Melambangkan mata pencaharian utama dan merupakan 
makanan pokok masyarakat Bulukumba. Bulir padi sejumlah 17 bulir 
melambangkan tanggal 17 sebagai tanggal kemerdekaan RI. Daun jagung 
sejumlah 8 menandakan bulan Agustus sebagai bulan kemerdekaan RI. Kelopak 
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buah jagung berjumlah 4 dan bunga buah jagung berjumlah 5 menandakan tahun 
1945 sebagai tahun kemerdekaan RI. 
3. Perahu Pinisi Sebagai salah satu mahakarya ciri khas masyarakat Bulukumba, 
yang dikenal sebagai "Butta Panrita Lopi" atau daerah bermukimnya orang yang 
ahli dalam membuat perahu. 
4. Layar perahu phinisi berjumlah 7 buah. Melambangkan jumlah kecamatan yang 
ada di Kabupaten Bulukumba, tetapi sekarang sudah dimekarkan dari tujuh 
menjadi 10 kecamatan. 
5. Tulisan aksaralontara di sisi perahu "Mali Siparappe, Tallang Sipahua". 
Mencerminkan perpaduan dari dua dialek Bugis-Konjo yang melambangkan 
persatuan dan kesatuan dua suku besar yang ada di Kabupaten Bulukumba. 
6. Dasar Biru Mencerminkan bahwa Kabupaten Bulukumba merupakan daerah 
maritim. 
Daftar Bupati/Wakil Bupati Bulukumba 
 Berikut nama-nama bupati dan wakil bupati yang pernah memipin Kabupaten 
Bulukumba sejak awal ditetapkan nya bulukumba sebagai wilayah beridikari dan 
menjadi kabupaten hingga sekarang, diantaranya adalah: 
1. Andi Patarai (12 Februari 1960 - 1966) 
2. Andi Bakri Tandaramang (1966-1978) 
3. Amien Situru (1978, Pjs) 
4. HA Hasanuddin (1978-1980) 
5. Malik Hambali (1980-1985) 
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6. HA Kube Dauda (1985-1990) 
7. Andi Tamrin (1990-1995) 
8. HA Patabai Pabokori (1995-2000) 
9. HA Patabai Pabokori-HA Syahrir Sahib (2000-2005) 
10. AM Sukri Sappewali-H.Padasi (2005-2010) 
11. Azikin Solthan (2010, Plt) 
12. Zainuddin Hasan-Syamsuddin (2010-2015) 
 
B. Peranan Retribusi Daerah Dalam PAD (Pendapatan Asli Daerah) 
Pembangunan di Indonesia masih terus dilaksanakan walaupun sekarang ini 
keadaan Negara yang kurang stabil.Pembangunan ini meliputi segala bidang aspek 
kehidupan, yang pada hakekatnya menciptakan suatu Masyarakat yang adil dan 
makmur bagi bangsa Indonesia.Upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat agar 
semakin adil dan merata harus terus ditingkatkan, pertumbuhan ekonomi harus 
ditingkatkan melalui upaya nyata dalam bentuk perbaikan pendapatan dan 
peningkatan daya beli Masyarakat. Pembangunan yang berhasil dirasakan oleh rakyat 
sebagai perbaikan tingkat taraf hidup pada segenap golongan Masyarakat akan 
meningkatkan kesadaran mereka akan arti penting pembangunan dan mendorong 
Masyarakat berperan aktif dalam pembangunan. 
Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu 
Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan 
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penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan 
memeratakan kesejahteraan masyarakat.  
Dalam UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijaksanaan 
dan arahan bagi Daerah dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah, juga menetapkan pengaturan yang cukup rinci untuk menjamin prosedur 
umum perpajakan dan Retribusi Daerah. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai 
subsistem Pemerintah Negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil 
guna penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan Masyarakat sebagai Daerah 
Otonomi. 
Dalam rangka mengoptimalisasikan Pendapatan Asli Daerah, Kabupaten 
Bengkalis juga menjadikan sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai sumber 
keuangan yang paling diandalkan. Sektor Pajak Daerah tersebut meliputi Pajak Hotel, 
Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak 
Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C serta Retribusi Daerah yang 
terdiri: Retribusi Jasa Umum antara lain Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan 
Persampahan, Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan tertentu merupakan sektor yang 
sangat besar untuk digali dan diperluas pengelolaannya. 
Keberadaan retribusi daerah tidak terlepas dari diterapkannya otonomi daerah 
dan desentralisasi. Desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu 
tujuan bernegara, khususnya dalam rangka memberikan pelayanan umum yang lebih 
baik dan menciptakan proses pengembalian keputusan publik yang lebih demokratis. 
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Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah 
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 
dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau 
badan[9]. Tujuan pungutan retribusi daerah sebagaimana ditegaskan oleh konsideran 
UU No. 28 Tahun 2009 untuk membiayaai pelaksanaan otonomi daerah. Tujuan 
retribusi menurut UU No. 18 Tahun 1997 memang memiliki sedikit perbedaand 
dengan tujuan retribusi menurut UU No. 28 Tahun 2009, hal ini disebabkan pada 
tahun 1997 sistem pemerintahaan masih tersentralisasi, walaupun ketika itu sudah 
dikenal sebutan otonomi daerah, tapi belum ter-desentralisasi seperti saat ini. 
 
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
1. Analisis Data 
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
 Salah satu sumber penerimaan daerah adalah berupa Pendapatan Asli Daerah 
(PAD), dimana Pendapatan Asli Daerah merupakan bagian dari sumber pendapatan 
daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk 
menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. 
Pertumbuhan komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan 
Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain lain PAD yang sah akan menjadi factor 
yang penting dalam mendorong pertumbuhan PAD. Sedangkan untuk Dana 
Perimbangan, komponen Bagi Hasil Pajak serta komponen Bagi Hasil Pajak dan 
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Bantuan Keuangan Provinsi adalah 2 unsur yang cukup penting dalam mendorong 
pertumbuhan Dana Perimbangan yang akan diperoleh nantinya. 
Pendapatan daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen yang 
cukup penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan 
maupun pemberian pelayanan kepada publik.Apabila dikaitkan dengan pembiayaan, 
maka pendapatan daerah masih merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung 
program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di 
Kabupaten Bulukumba. 
b. Realisasi  Retribusi  Daerah 
Realisasi Retribusi Daerah kabupaten Bulukumba dalam kurun waktu tahun 
2006-2015 bisa dikatakan mengalami fluktuasi namun dapat dikatankan cukup 
terkentrol meskipun realisasi masih sering terjadi selisih terhadap target anggaran 
sebelum perubahan namun pemerintah kabupaten Bulukumba selalu berupaya 
mewujudkan target realisasi pendapatan retribusi daerah dalam menambah jumlah 
atau total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bulukumba yang diharapkan 
menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan 
pembangunan untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. 
Kabupaten Bulukumba diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber 
keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah di tetapkan 
sepanjang kriteria yang telah di tetapkandan sesuai dengan aspirasi masyarakat. 
digambarkan melalui talel berikut ini: 
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Berikut adalah perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten 
Bulukumba Tahun anggaran 2006-2015: 
Tabel 4.1 
Perkembangan Retribusi Daerah Kabupaten Bulukumba  
Tahun Anggaran 2006-2015 
 
Tahun 
 
RetribusiDaerah 
(Rp) 
 
perubahan 
(%) Tatget Realisasi 
2006 8.148.220.969 5.781.723.364 70,95 
2007 10.752.099.744 6.052.921.110 56,29 
2008 11.295.013.156 8.149.220.402 72,14 
2009 13.615.549.132 9.148.255.176 67,18 
2010 12.295.090.315 8.099.079.670 65,87 
2011 15.295.615.294 9.070.969.230 59,30 
2012 13.802.561.071 10.159.485.358 73,60 
2013 13.474.210.515 11.376.623.802 84,43 
2014 18.137.146.325 12.744.058.658 70,26 
2015 20.293.118.290 14.273.345.689 70,33 
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba, 2015 
Berdasarkan Tabel 4.1 di atas dapat disaksikan bersama bahwa meski terbilang cukup 
konsisten dalam peningkatan pendapatan/realisasi pendapatan dari Retribusi daerah 
namun tetap terjadi fruktuasi didalamnya. 
Pada tahun buku Anggaran 2015 Total Retribusi Kabupaten Bulukumba 
mencapai puncaknya dengan Jumlah total Sebesar Rp.14.273.345.689dengan 
presentasi kenaikan sebesar 70,33% namun terjadi penurunan presentasi pencapaian 
atau realisasi dari tahun sebelumnya dimana presentasi kenaikan Retrebusi senilai 
56,29%namun totalrealisasi  Retribusinya sangat jauh diabwah penerimaan retribusi 
tahun 2006 dengan jumlah total penerimaan retribusi sebesar Rp.5.781.723.364 
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Tabel 4.2 
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bulukumba 
Tahun Anggaran 2006-2015 
 
 
Tahun 
 
Pendapatan asli daerah 
(PAD) 
 
perubahan 
(%) Tatget Realisasi 
2006 21.808.601.012 14.201.524.221 65,11 
2007 25.500.000.083 16.088.248.258 63,09 
2008 33.516.281.150 20.306.291.622 60,59 
2009 35.974.314.089 21.418.839.483 59,53 
2010 52.606.093.521 13.317.806.400 25,31 
2011 52.606.039.987 19.828.909.359 37,69 
2012 38.148.322.562 21.126.683.205 55,38 
2013 37.297.323.178 23.057.665.979 61,82 
2014 42.485.268.503 25.2622.479.873 60,30 
2015 52.485.268.473 27.791.984.217 52,95 
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba, 2015 
Berdasarkan Table 4.2 di peroleh data bahwa perkembangan Pendapat Asli Daerah 
PAD Kab. Bulukumba Tahun Anggaran 2006-2015 selalu mengalami peningkatan 
tiap tahunnya dengan presentasi kenaikan yang cukup konsisten, namun hal tersebut 
berbanding terbalik dengan rancangan anggaran sebelum perubahan dari PAD, selalu 
terjadi selisih yang cukup besar dari target terhadap realisasi PAD Kabupaten 
Bulukumba sehingga hal tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan, 
pengoptimalan serta pendistribusian PAD dikabupaten Bulukumba belum maksimal 
sehingga selalu terjadi selisih angka dari target yang terealisasi.  
Pada tahun buku Anggaran 2015 Total PAD Kabupaten Bulukumba mencapai 
puncaknya dengan Jumlah total Sebesar Rp.27.791.984.217 dengan presentasi 
kenaikan sebesar 52,95% namun terjadi penurunan presentasi pencapaian atau 
realisasi dari tahun sebelumnya dimana presentasi kenaikan PAD 
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senilai25,31%namun totalrealisasi  PADnya sangat jauh diabwah pendpatan realisasi 
PAD tahun 2015 dengan jumlah total pendapatan PAD sebesar Rp.13.317.806.400 
Tabel 4.3 
Persentase Sumbangsi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) Kabupaten Bulukumba 
Tahun Anggaran 2006-2015 
Tahun Retribusi Daerah 
(Rp) 
Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) 
(Rp) 
Kontribusi 
(%) 
2006 5.781.723.364 14.202.524.221 40,71 
2007 6.052.921.110 16.088.248.258 37,62 
2008 8.149.220.402 20.306.291.622 40,13 
2009 9.148.255.176 21.418.839.483 42,71 
2010 8.099.079.670 17.317.006.400 46,77 
2011 9.070.969.230 19.428.090.359 46,69 
2012 10.159.485.358 21.126.683.205 48,09 
2013 11.376.623.802 23.057.665.979 49,34 
2014 12.744.058.658 25.262.479.873 50,45 
2015 14.273.345.689 27.791.984.217 51,36 
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba,2015 
 Dari tabel persentase  sumbangsi retribusi daerah terhadap pendapatan asli 
daerah (PAD) kabupaten Bulukumba setiap tahunnya mengalami peningkatan, dapat 
kita lihat pada pada tahun 2016 sumbangsi dari retribusi daerah ke PAD sebesar 
51,36 %  setengah dari PAD yang di hasilkan.  
Peran dan Posisi Retribusi Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah 
 Keberadaan retribusi daerah tidak terlepas dari diterapkannya otonomi daerah 
dan desentralisasi. Desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu 
tujuan bernegara, khususnya dalam rangka memberikan pelayanan umum yang lebih 
baik dan menciptakan proses pengembalian keputusan publik yang lebih demokratis. 
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Dalam otonomi, hubungan kewenangan antara Pusat dan Daerah, antara lain 
bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara 
menentukan urusan rumah tangga daerah. Cara tersebut menurt Ni’matul Huda akan 
mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas atau otonomi luas.[5] Oleh Bagir 
Manan otonomi terbatas digolongkan kedalam beberapa kelompok, diantaranya: 
pertama, urusan-urusan rumah tangga daerah ditentukan secara kategoris dan 
pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu pula. Kedua, apabila sistem 
supervisi dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah otonom 
kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan 
mengurus rumah tangga daerahnya.Ketiga, sistem hubungan keuangan antara pusat 
dan daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli 
daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi daerah. 
Sementara itu, otonomi luas menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip 
Ni’matul Huda menyebutkan sebagai segalahal urusan pemerintah yang meliputi 
urusan rumah tangga daerah, kecuali yang ditentukan sebagai urusan pusat.Lebih 
lanjut Bagir Manan menyatakan bahwa dalam negara moderen urusan pemerintahan 
tidak dapat dikenali jumlahnya, terlebih bagi penganut negara kesejahteraan (welfare 
state). 
Salah satu komponen desentralisasi adalah desentralisasi fiskal. Apabila 
Pemerintah Daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan 
dalam pengambilan keputusan pengeluaran di sektor publik, maka Pemerintah Daerah 
harus mendapat dukungan sumber-sumber pendanaan baik yang bersumber dari PAD, 
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bagi hasil pajak dan bukan pajak, pinjaman, maupun subsidi. Menurut Dr. Machfud 
Sidik, pelaksanaan desentralisasi fiskal akan berjalan dengan baik kalau didukung 
oleh faktor-faktor berikut: 
1. Pemerintah Pusat yang mampu melaksanakan pengawasan dan enforcement; 
2. SDM yang kuat pada Pemerintah Daerah guna menggantikan peran 
Pemerintah Pusat; 
3. Keseimbangan dan kejelasan dalam pembagian tanggungjawab; 
4. Kewenangan dalam melakukan pungutan pajak dan retribusi daerah. 
UU No. 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa salah satu sumber pendapatan daeraha 
adalah retribusi daerah.Retribusi daerah oleh UU No. 32 Tahun 2004 digolongkan 
dalam PAD.Dengan konsekwensi semua pendapatan (100 persen) hasi retribusi 
dialokasikan untuk daerah. 
Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah 
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 
dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau 
badan. Tujuan pungutan retribusi daerah sebagaimana ditegaskan oleh konsideran UU 
No. 28 Tahun 2009 untuk membiayaai pelaksanaan otonomi daerah. Tujuan retribusi 
menurut UU No. 18 Tahun 1997 memang memiliki sedikit perbedaand dengan tujuan 
retribusi menurut UU No. 28 Tahun 2009, hal ini disebabkan pada tahun 1997 sistem 
pemerintahaan masih tersentralisasi, walaupun ketika itu sudah dikenal sebutan 
otonomi daerah, tapi belum ter-desentralisasi seperti saat ini. 
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Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan 
Daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan 
self supporting dalam bidang keuangan. Sehubungan dengan pentingnya 
posisi keuangan ini, Pamudji menegaskan: 
“Pemerintah Daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan 
efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan 
pembangunan… Dan keuangan inilah yang merupakansalah satu dasar kriteria untuk 
mengetahui secara nyata kemampuanDaerah dalam mengurus rumah tangganya 
sendiri”. 
Untuk dapat memiliki pendanaan yang memadai, daerah membutuhkan 
sumber perndanaan yang cukup. Daerah dalam hal ini dapat memperolehnya melalui 
beberapa cara, yakni: pertama, mengumpulkan dana dari pajak daerah yang telah 
disetujui oleh Pemerintah Pusat. Kedua, melakukan pinjaman dari pihak ketiga, pasar 
uang atau bank atau melalui Pemerintah Pusat.Ketiga, mengambil bagian dalam 
pendapatan pajak pusat yang dipungut daerah.Keempat, menambahkan tarif pajak 
pusat tertentu, misalnya pajak kekayaan atau pajak pendapatan.Kelima, bantuan atau 
subsidi dari pemerintah pusat. 
Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 
menyebutkan beberapa sumber-sumber keuangan daerah, diataranya: 
1. Pendapatan asli Daerah (PAD) Daerah sendiri, yang terdiri dari: 
2. Pajak Daerah 
3. Retribusi Daerah 
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4. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; 
5. Sumber PAD lainnya yang sah; 
6. Dana perimbangan, yang terdiri dari : 
7. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam 
8. Dana alokasi umum, yang dialokasikan berdasarkan persentase tertentu dari 
pendapatan dalam negeri neto 
9. Dana alokasi khusus yang dialokasikan dari APBN 
10. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah, misalnya hibah dan dana darurat. 
Dari ketentuan tersebut di atas maka pendapatan Daerah dapat dibedakan  ke 
dalam dua jenis yaitu: pendapatan asli Daerah dan pendapatan non-asli  Daerah. 
Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa retribusi daerah merupakan 
salah satu sumber pendapatan penting bagi daerah.Retribusi secara umum diartikan 
sebagai “pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang 
menggunakan jasa-jasa negara”. Berdasarkan hal tersebut, dapat dicirikan retribusi 
daerah sebagai berikut: 
1. Retribusi dipungut oleh negara; 
2. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis; 
3. Adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk; 
4. Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan jasa-jasa 
yang disiapkan negara. 
Di samping itu, pungutan retribusi juga dikaitkan dengan adanya 
imbalan/kontraprestasi langsung yang diberikan oleh pemerintah daerah. 
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Sederhananya, ketika seseorang membayarkan retribusi ada kontraprestasi langsung 
yang ia dapatkan, contohnya ketika membayar retribusi suatu objek wisata, maka 
orang tersebut akan langsung menikmati objek wisata tersebut. Beda halnya dengan 
pajak, sebagai iuran yang dapat dipaksakan tanpa harus ada kontraprestasi langsung. 
Berdasarkan analisis pajak dan retribusi daerah, ternyata rasio kenaikan 
penerimanaan daerah dari retribusi daerah sejak otonomi daerah lebih tinggi 
dibanding rasio kenaikan penerimaan daerah dari pajak daerah, terutama di kabupaten 
kota.[ Oleh Tjip ditegaskan bahwa hal tersebut sebagai bukti bahwa masyarakat lebih 
merasa rela membayar retribusi daerah dari pada pajak daerah yang 
manfaat/kontraprestasinya tidak dirasakan langsung. 
Optimalisasi Retribusi Daerah 
Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu 
terletak pada kemampuan keuangan daerah.Artinya, daerah otonom harus memiliki 
kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, 
mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada 
bantuan Pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD khususnya pajak dan 
retribusi daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh 
kebijakan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah sebagai prasyarat mendasar 
dalam sistem pemerintahan negara. 
Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber PAD perlu 
dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah.Untuk itu diperlukan 
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intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan.Dalam jangka pendek 
kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan 
intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama 
melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi 
sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD 
tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang 
memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang. Menurut Machfud Sidikdukungan 
teknologi informasi secara terpadu mutlak diperlukan sebagai upaya mengintensifkan 
pajak karena sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan selama ini cenderung tidak 
optimal.Lebih lanjut Machfud menegaskan bahwa masalah ini tercermin pada sistem 
dan prosedur pemungutan yang masih konvensional dan masih banyaknya sistem 
berjalan secara parsial, sehingga besar kemungkinan informasi yang disampaikan 
tidak konsisten, versi data yang berbeda dan data tidak up-to-date. Permasalahan pada 
sistem pemungutan pajak cukup banyak, misalnya : baik dalam hal data wajib 
pajak/retribusi, penetapan jumlah pajak, jumlah tagihan pajak dan target pemenuhan 
pajak yang tidak optimal. 
Retribusi daerah berdasarkan Tabel 1 dan Tabel 2 memiliki kontribusi yang 
besar terahdap daerah.Oleh sebab itu retribusi daerah harus dimaksimalkan. Apabila 
dilihat dari komponen retribusi daerah berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 terdiri 
dari 3 bentuk retribusi yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan 
Retribusi Perizinan Tertentu dengan total 30 jenis retribusi. Di samping 30 jenis 
retribusi tersbut, UU No. 28 Tahun 2009 juga membuka peluang bagi daerah untuk 
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menentukan jenis retribusi lainnya dengan beberapa kriteria yang ditentukan. Dengan 
demikian ketika daerah ingin melakukan pungutan atau retribusi selain yang telah 
disebutkan secara tegas dalam UU No. 28 Tahun 2009, daerah juga bisa melakukan 
pungutan retribusi lain dengan syarat memenuhi kriteria yang ditentukan UU No. 28 
Tahun 2009. 
Dibukanya kesempatan bagi daerah untuk melakukan pungutan retribusi 
selain yang telah ditentukan oleh undang-undang merupakan hal positif dalam rangka 
pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Bagir 
Manan bahwa di negara monderen yang menganut paham welfare state akan sulit 
membatasi lingkup kewenangan daerah, hal tersebut disebabkan perkembangan yang 
terjadi dalam masyarkat, sehingga menjadikan pemerintahan semakin dinamis. 
Dengan demikian tentunya menuntut suatu kehadiran regulasi yang dinamis pula. 
Berdasarkan studi yang dilakukan oleh LPEM-UI bekerjasama dengan Clean 
Urban Project, dan RTI terlihat bahwa banyak permasalahan yang terjadi di daerah 
berkaitan dengan penggalian dan peningkatan PAD, beberapa diantaranya: 
1. Relatif rendahnya basis pajak dan retribusi daerah 
Berdasarkan UU No.34 Tahun 2000 daerah Kabupaten/Kota dimungkinkan 
untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi baru. Namun, melihat kriteria pengadaan 
 pajak baru sangat ketat, khususnya kriteria pajak daerah tidak boleh tumpang tindih 
dengan Pajak Pusat dan Pajak Propinsi, diperkirakan daerah memiliki basis pungutan 
yang relatif rendah dan terbatas, serta sifatnya bervariasi antar daerah. Rendahnya 
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basis pajak ini bagi sementara daerah berarti memperkecil kemampuan manuver 
keuangan daerah dalam menghadapi krisis ekonomi. 
2. Perannya yang tergolong kecil dalam total penerimaan daerah 
Sebagian besar penerimaan daerah masih berasal dari bantuan Pusat. Darisegi 
upaya pemungutan pajak, banyaknya bantuan dan subsidi inimengurangi “usaha” 
daerah dalam pemungutan PAD-nya, dan lebih mengandalkan kemampuan 
“negosiasi” daerah terhadap Pusat untuk memperoleh tambahan bantuan. 
3. Kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah 
Hal ini mengakibatkan bahwa pemungutan pajak cenderung dibebani oleh 
biaya pungut yang besar. PAD masih tergolong memiliki tingkat buoyancy yang 
rendah. Salah satu sebabnya adalah diterapkan sistem “target” dalam pungutan 
daerah. Sebagai akibatnya, beberapa daerah lebih condong memenuhi target tersebut, 
walaupun dari sisi pertumbuhan ekonomi sebenarnya pemasukkan pajak dan retribusi 
daerah dapat melampaui target yang ditetapkan. 
4. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah 
Hal ini mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi 
daerah.Meminjam pendapat Machmud Sidik, secara umum ada beberapa upaya yang 
dapat dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah 
melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, diantaranya: 
1. Memperluas basis penerimaan 
Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat 
dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara 
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lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar 
pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas 
penerimaan dari setiap jenis pungutan. 
2. Memperkuat proses pemungutan 
Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara 
lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan 
peningkatan SDM. 
3. Meningkatkan pengawasan 
Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan 
secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi 
terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan 
pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah. 
4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan 
Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur 
administrasi pajak melalui penyederhanaan admnistrasi pajak, meningkatkan efisiensi 
pemungutan dari setiap jenis pemungutan. 
5. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik 
Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi 
terkait di daerah. 
Menurut Frenadin Adegustara, ada beberapa pola dan strategi yang bisa 
dilakukan dalam meningkatkan PAD terutama terhadap pajak dan retribusi daerah 
adalah : 
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Penyederhanaan sistem dan prosedur pajak dan retribusi daerah 
1)      Harus ada pelayanan prima, dalam artian waktu dan tempat harus jelas serta 
sikap yang ramah dari petugas pajak itu sendiri. Untuk tahap awal bisa dibentuk 
seperti KP2T untuk pajak dan retribusi daerah, dimana masyarakat hanya pergi ke 
satu tempat untuk melakukan pembayaran. 
2)      Karena sistem tersebut belum efektif maka pemerintah daerah dapat melakukan 
sistem jemput bola dimana pajak tersebut langsung dijemput oleh petugas pajak. 
1. Peningkatan pengawasan terhadap penerimaan pajak baik terhadap wajib 
pajak maupun petugas pajak. Untuk wajib pajak harus ada kontrol dari 
pemerintah daerah terhadap nota penjualan. Sedangkan untuk petugas harus 
ada peningkatan WASKAT (pengawasan melekat) dari atasan kepada 
bawahan. Bagi retribusi yang instansinya menggunakan karcis dilakukan 
dengan carastop opname karcis agar jelas antara penerimaan dan pengeluaran 
pada akhir tahun. 
2. Membenahi peraturan-peraturan daerah terkait dengan berbagai jenis 
pungutan pajak maupun retribusi. 
3. Perlu meminta masukan yang kepada masyarakat dalam pembuatan peraturan 
daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah agar masyarakat tidak 
terbebani. 
4. Peningkatan SDM, dalam hal ini bisa berupa pemberian pelatihan bagi 
petugas pajak (pembinaan tersebut dilakukan oleh atasan). 
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Beberapa upaya menurut Machmud dan Frenadin di atas masih sangat relefan 
dengan kondisi saat ini.Bahkan pendapat Machmud 12 tahun yang lalu, masih relefan 
dengan kondisi sekarang.Dimana pada masa itu masih berlaku UU No. 34 Tahun 
2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.Dan masih relefan dengan kondisi 
saat ini, walaupun UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah diganti tahun 2009 
silam.Walaupun ada beberapa pendapat Macmud yang mungkin sudah diwadahi oleh 
regulasi saat ini, seperti memperluas basis penerimaan.Dalam hal regulasi, UU No.28 
Tahun 2009 telah membuka peluang bagi daerah untuk memperluas cakupan 
pungutan retribusi selama masih sejalan atau masih berada dalam koridor yang 
dibolehkan undang-undang. 
Adapun hal yang perlu ditingkatkan saat ini adalah peningkatan pengawasan 
dan efisiensi administrasi.Dalam melaksanakan pungutan retribusi, di beberapa 
daerah masih sering terjadi kebocoran.Seperti dibeberapa tempat, dimana pungutan-
pungutan retribusi dilakukan oleh orang tak berkompeten.Seperti pungutan retribusi 
tempat wisata.Banyak ditemukan tempat-tempat wisata di daerah pungutan retribusi 
dilakukan oleh warga sekitar tempat wisata, dan hasil pungutan tersebut rata-rata 
dimanfaatkan untuk kepentingan si pemungut.Sehingga perlu pengawasan yang 
intens oleh pemerintah daerah dan pusat terkait pelaksanaan kewenangan pemungutan 
retribusi ini.Untuk pemerintah pusat, hal yang perlu diperhatikan adalah tingkat 
kewajaran dari laporan pungutan retribusi tersebut.Sehingga, diharapkan dapat 
meminimalisir penyalahgunaan anggaran oleh daerah. 
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Berdasarkan uraian tersebut di atas, penyelenggaraan otonomi daerah akan 
dapat dilaksanakan dengan baik apabila didukung dengan sumber-sumber 
pembiayaan yang memadai. Potensi ekonomi daerah sangat menentukan dalam upaya 
untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah bagi penyelenggaraan rumah 
tangganya. Namun demikian, otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, bukan hanya semata diukur dari jumlah PAD yang dapat dicapai 
tetapi lebih dari itu yaitu sejauh mana pajak daerah dan retribusi daerah dapat 
berperan mengatur perekonomian masyarakat agar dapat bertumbuh kembang, yang 
pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. 
Selain hal terbsebut di atas, salah satu yang perlu diperhatikan dalam 
memaksimalkan retribusi daerah adalah ketersediaan regulasi ditingkat daerah.Hal ini 
menjadi penting karena untuk dapat melakukan pungutan retribusi terhadap suatu 
objek retribusi harus didasarkan pada peraturan daerah.Sehingga daerah, juga tak 
dapat secara serta merta melakukan pungutan retribusi terhadap suatu objek yang 
dianggap menguntungkan.Selama ini, pemerintah daerah selalu tersangkut dengan 
masalah regulasi. Berdasarkan hasil kajian Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah 
Departemen Keuangan, beberapa permasalahan dalam pembentukan Peraturan 
Daerah terkait Pajak dan Retribusi daerah adalah sebagai berikut: 
1. Pungutan dilakukan oleh Daerah berdasarkan keputusan/peraturan kepala 
daerah; 
2. Muatan/materi yang diatur dalam Perda tidak memenuhi ketentuan 
sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan; 
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3. Tumpang tindih dengan pungutan Pusat; 
4. Retribusi bersifat pajak; 
5. Pajak/Retribusi merintangi arus lalu lintas manusia, barang/jasa antar daerah; 
6. Pungutan sumbangan pihak ketiga. 
Enam poin di atas, manjadi catatan bagi masing-masing daerah dalam 
melakukan pennyusunan regulasi terkait.Sehingga dalam hal ini peran Pemerintah 
Pusat menjadi sangat penting untuk mengawal daerah-daerah dalam melaksanakan 
kewenangan fiskal nya.Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat 
adalah dengan meningkatkan SDM pemerintah daerah, sehingga ketika mereka 
melakukan penyusunan regulasi terkait retribusi tidak terjadi lagi tumpang tindih 
pungutan.Sehingga pungutan terhadap retribusi daerahpun dapat dimaksimalkan demi 
menunjang pelaksanaan otonomi daerah. 
2. Uji Asumsi Klasik 
1. Hasil Uji Normalitas 
Untuk mengetahui tingkat signifikansi data apakah terditribusi dengan normal 
atau  tidak maka dapat dilakukan analisi grafik atau dengan analisis statistic. Untuk 
analisis grafik dapat dilihat melalui grafik normal probability plot yang 
membandingkan  dengan distribusi komulatif dari data sesungguhnya dengan 
distribusi normal. Jika data terdistribusi normal, maka data akan tergambarkan 
dengan mengikuti garis diagonalnya. Sedangkan uji Normalitas dengan data statistic, 
digunakanlah uji Nonparametrik kolmogrovvsmirnov (KS), suatu data dikatakan 
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normal jika mempunyai asymptotic significant lebih dari 0,05 berikut ini hasil uji 
normalitas yang dilakukan dalam penelitian ini: 
 
Gambar 4.2 
Uji Normalitas Histogram 
 
Sumber:data sekunder yang diolah menggunakan aplikasi SPSS, 2016 
Dari gambar 3.1 terlihat bahwa pola distribusi mendekati normal akan tetapi 
jika kesimpulan normal atau tidaknya ditarik kesimpulan berdasarkan grafik 
histogram, maka dapat menyesatkan. Metode lain yang digunakan dalam metode 
analisis grafik adalah dengan melihat normal probability  plot yang membandingkan 
distribusi komulatif dan distribus normal. Jika distribusi residual  normal, maka 
grafik yang menggambarkan data residual normal, maka garis yang akan 
menggambrakan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Uji 
normalitas dengan melihat Normal Probability Plot dapat dilihat pada gambar 
dibawah ini: 
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Gambar 4.3 
Uji Normal Probability Plot 
 
Sumber:data sekunder yang diolah menggunakan aplikasi SPSS, 2016 
Dari grafik normal probability plot diatas terlihat baha persebaran data 
mengikuti garis diagonal yang ada.Sehingga dapat disimpulkan bahwa residual data 
terdistribusi dengan normal. 
Namun uji Normalits menggunakan analisis grafik belum sepenuhnya benar, 
bisa juga terdapat kekeliruan didalnya sehingga keandalannya diragukan secara visual 
bias saja terlihat normal padahal secara statistic bisa saja sebaliknya. Maka dari itu, 
penelitian ini juga menggunakan Uji Kolmogrov-Smirnov yang hasil pengujiannya 
dapat dilihat pada table dibawah ini: 
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Tabel 4.3 Uji Multikolinieritas 
Coefficientsa 
Model 
Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
(Constant) 
Retrebusi  
 
1.000 
 
 
1.000 
 
Dependent Variable: PAD 
Sumber : Data Statistik yang diolah menggunakan aplikasi SPSS, 2016 
Berdasarkan uji multikolinearitas nilai masing-masing variable, hasil yang 
diperoleh dalam angka VIF dan Nilai Tolerancenya yaitu Nilai VIF sebesar 1,000 
<10 dengan Nilai Tolerance sebesar 0,10. Hasil perhitungan nilai Variance Infilation 
Factor (VIF) menunjukkan bahwa variable independen tiak memiliki VIF lebih dari 
10, sehingga dapat dikatan bahwa tidak terjadi multikolinearitas diantara variable 
independen dalam penelitian ini. 
2. Hasil Uji Autokorelasi 
Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi 
linear berganda terdapat korelasi antara residual pada periode t dengan residual 
periode t-1 (sebelumnya).Pengujian ini dilakukan dengan uji Durbin Watson (DW-
Test). Ketentuan uji autokorelasi dengan Durbin Watson (DW) adalah sebagai 
berikut: 
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Tabel 4.4kriteria uji Durbin Watson 
 
No 
 
Nilai DW 
 
Kesimpulan 
1 1,65< DW  < 2,35 Tidak ada autokorelasi 
2 1,21< DW  < 1,65  
Tidak dapat disimpulkan 
3 2,35 < DW  < 2,79 
4 DW < 1,21  
Terjadi autokorelasi 
5 DW< 2,79 
Sumber : Wahid Sulaiman 2004 
Tabel 4.5 Uji Autokorelasi 
Model Summaryb 
Model Change Statistics Durbin-Watson 
 df2 Sig. F Change 
 
1  8 .062 .925 
a.Predictors: (Constant), retribusi 
b. Dependent Variable: PAD 
 
Pada tabel 4.8 diatas dapat dilihat nilai Durbin Watson untuk penelitian ini 
adalah sebesar  1.536,  karena nilai terletak diantara 1,65 – 2,35 maka dapat di 
simpulkan bahwa penelitian ini bebas dari masalah autokorelasi. 
3. Hasil Uji Multikolinearitas  
Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan 
adanya korelasi yang tingi taupun sempurna antara variable bebas atau tidak. Untuk 
mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas yang tinggi antar variable independen 
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dapat dideteksi dengan cara melihat nilai tolerance dan VIF (Variance Inflation 
Factor). Berikut cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya 
multikolinearitas antara lain sebagai berikut: 
1.) Jika Nilai Tolerance > 10% dan Nilai VIF >10, maka dapat disimpulkan bahwa 
tidak ada multikolinearitas antar variable bebas dalam model regresi. 
2.) Jika Nilai Tolerance < 10% dan Nilai VIF > 10, maka dapat disimpulkan bahwa 
ada multikolinearitas antar variable bebas dan dependent. 
Dapat dilihat melalui table 3.2 berikut ini: 
Berdasarkan uji multikolinearitas nilai masing-masing variable, hasil yang 
diperoleh dalam angka VIF dan Nilai Tolerancenya yaitu Nilai VIF sebesar 1,000 
<10 dengan Nilai Tolerance sebesar 0,10. Hasil perhitungan nilai Variance Infilation 
Factor (VIF) menunjukkan bahwa variable independen tiak memiliki VIF lebih dari 
10, sehingga dapat dikatan bahwa tidak terjadi multikolinearitas diantara variable 
independen dalam penelitian ini. 
1.) Jika Nilai 1.65 < DW < 2,35 maka tidak terjadi autokorelasi 
2.) Jika Nilai 1,21< atau DW < 1,65 atau 2,35 < DW < 2,79 maka tidak dapat 
disimpulkan. 
3.) Jika Nilai DW < 1,21 atau DW 2,79 maka terjadi autokorelasi. 
Hasil uji autokorelasi dengan Uji Durbin Watson (DW-Test) dapat dilihat 
melalui table berikut: 
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Tabel 4.6 
Uji Autokorelasi 
Model Summary
b
 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 
Estimate 
Durbin-Watson 
1 .608a .369 .290 .17218 .925 
a. Predictors: (Constant), retribusi 
b. Dependent Variable: PAD 
Sumber: Data statistic yang diolah 2016 
 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai Durbin-Watson untuk 
penelitian ini adalah sebesar .925 Karena Nilai Durbin-Watson terletak antara 1, 65 
dan 2,35 maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bebas dari masalah 
autokorelasi. 
4. Hasil Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas ditujukan untuk menguji apakah dalam model regresi 
terjadi ketidak samaan variance dan residual satu pengamatan yang lain. Jika residual 
satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika 
berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk menguji ada atau tidaknya 
heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat scatter plot antara nilai prediksi 
variable terikat (ZPRED) dengan residual (SRESID) dimana sumbu Yadalah Y yang 
telah diprediksikan dan sumbu X adalah residual (Yprediksi=Y sesungguhnya) yang 
telah distudentized. Dasar dari pengambilan keputusan yang terkait dengan scatterplot 
tersebut adalah: 
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a.) Jika terdapat pola tertentu, yaitu jika titik-titik membentuk pola tertentu dan 
teratur (bergelombang, melebur, kemudian menyempit), maka terdapat 
heteroskedastisitas. 
b.) Jika tidak terdapat pola yang jelas, yaitu titik-titiknya menyebar serta berada 
dibawah angka Nol pada sumbu Y, maka tidak terdapat heteroskedastisitas. 
Hasil pengujian heteroskedastisitas yang terdapat pada penelitian ini dapat dilihat 
melalui gambar  dibawah ini; 
Gambar 4.4 
Uji Heteroskedastisitas 
 
Sumber: data sekunder yang diolah menggunakan aplikasi SPSS, 2016 
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3. Pengujian Hipotesis 
a. Uji Simultan (F-test) 
Uji Statisic atau Analitic Of Variance (ANOVA) pada dasarnya menunjukkan 
bahwa apakah semua variabel independen yang dimaksud dalam model mempunyai 
pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependennya. Nilai F 
dalam table ANOVA juga untuk melihat apakah model yang digunakan sudah tepat 
atau tidak.Untuk mengetahui hasil perhitungan Uji F dalam peneltian ini dapat dilihat 
pada tabel dibawah. 
Untuk mengetahui pengaruh Retribus Daerah Terhadap Pendapatan Asli 
Daerah maka perlu dilakukan pengujian hipotesis secara simultan yang dapat dilihat 
dari tabel ANOVA hasil pengolahan SPSS for Windows berikut ini: 
Tabel 4.7 
Uji Simultan ANOVA 
ANOVAa 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 
Regression .139 1 .139 4.679 .062b 
Residual .237 8 .030   
Total .376 9    
a. Dependent Variable: PAD 
b. Predictors: (Constant), retribusi 
Sumber: Output SPSS, 2016 
Hasil pengujian terhadap hipotesis menunjukkan hasil perhitungan statistic uji 
F dengan hasil nilai signifikan sebesar 0,62 berada di atas 0,05 yang berarti secara 
simultan variabel dependen yaitu Retribusi Daerah berpengaruh tidak signifikan 
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terhadap variabel Independen, PendapatanAsli Daerah. Artinya daerah yang di teliti 
masih kurang kontribusi dana  retribusinya terhadap PAD. 
b. Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 
kemampuan model dalam menerangkan variable dependen.Nilai koefisien 
determinasi adalah diantara 0 dan 1. Jika nilai koefisien yang ada dapat memberikan 
hampir semua imformasi yang dibutuhkan untuk mendeteksi variable dependen, 
sedangkan R
2 
sama dengan 0, maka tidak aka nada pengaruh variable independen 
terhadap variable dependen. Nilai R Square tersebut akan tampak table dibawah 
Analisis determinasi dalam regresi linier berganda digunakan untuk 
mengetahui presentase sumbangan pengaruh variabel independen secara bersama-
sama terhadap variabel dependen Hubungan korelasi dapat dilihat dari table berikut:  
Table 4.8 
Analisis Koefisien Determinasi Model Summary 
Model sammy 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .608a .369 .290 .17218 
Predictors: (Constant), retribusi 
 Sumber: Output SPSS, 2016 
Nilai R-square (R2) atau koefisien determinasi model regresi diperoleh 
sebesar 0,369 menunjukkan pengaruh variabel dependen terhadap variable 
Independen  tidak begitu besar. Maksudnya adalah Variabel Retribusi daerah  belum 
mampu dijelaskan oleh variable Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,369%, sedangkan 
sisanya dijelaskan oleh variabel–variabel lainnya yang diluar penelitian. 
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Pembahasan  
Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS, Dari hasil 
pengujian hipotesis diatas maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang 
dimunculkan dalam penelitian ini terbukti dimana  secara Simultan : variable retribusi 
daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap Pendpatan Asli Daerah pada tingkat α = 
5% dengan nilai signifikan 0,62. Hal tersebut berarti Retribusi daerah tidak signifikan 
tapi berpengaruh Positif terhadap Pendatan Asli Daerah. Maka sewajarnya jika terjadi 
peningkatan pada pendapatan retribusi daerah maka secara langsung akan 
mempengaruhi total PAD kabupaten Bulukumba pada tahun berjalan. Hasil penelitian 
ini menjelaskan bahwa setiap kenaikan 1% dari retribusi daerah, maka akan 
mengakibatkan kenaikan sebesar 0,01 persen terhadap Pendapatan Asli Daerah. 
Pengaruh positif yang ditunjukan dari nilai Beta tersebut searah dengan arah yang 
diajukan pada hipotesis bahwa retribusi daerah berpengaruh positif terhadap 
pendapatan asli daerah. Sehingga perlu adanya pengelolaan yang lebih baik terhadap 
retribusi daerah agar PAD dapat meningkat. 
Kemudian secara koefisien determinasi nilai R Square berdasarkan data hasil 
pengolahan Program SPSS menunjukkan angka sebesar 0,369 %  sedangkan sisanya 
dijelaskan oleh variabel–variabel lainnya yang diluar penelitian.dalam penelitian ini 
dari total nilai presentasi 100 %. Untuk kontribusi retribusi daerah terhadap total 
pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Bulukumba setiap tahunnya cenderung 
meningkat, sejak tahun 2006 total retribusi daerah mencapai sebesar 
Rp.5.781.723.364 dari target anggaran sebelum perubahan hanya sebesar  
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Rp.8.148.220.969 dengan tingkat kenaikan mencapai 70,95% hingga tahun 2015 
pendapatan retribus dearah mencapai sebesar Rp. 14.273.345.689 dari target 
Anggaran Sebelum Perubahan sebesar Rp. 20.293.118.290 dan nilai presentasi 
kenaikan sebesar 70,33%. Namun terjadi penurunan angka retribusi daerah yang 
cukup signifikan ditahun 2015 terhadap kontribusi retribusi daerah dimana retribusi 
daerah tahun sebelumnya yaitu tahun 2014 mencapai Rp.12.744.058.658 meskipun 
jumlah tersebut juga sebenarnya melenceng dari target anggaran sebelum perubahan 
sebesar Rp.18.137.146.325 dengan nilai kenaikan presentasi mencapai 56,29%. 
Naik turunnya retribusi daerah tentunya secara langsung maupun tidak 
langsung akan mempengaruhi total pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten 
Bulukumba, meskipun masih terdapat komponen pendapatan Asli Daerah Lainnya 
namun retribusi daerah memberi sumbangsih yang besar dan berpengaruh terhadap 
total pendapatan Asli Daerah kabupaten Bulukumba. Dari hasil penelitian ini 
membuktikan bahwa penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Amri Siregar 
(2009) dan Marpen (2013) bahwa “Penerimaan retribusi daerah berpengaruh positif 
terhadap peningkatan pendapatan asli daerah”. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan yaitu 
mengenai pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah maka dapat 
diberikan kesimpulan bahwa: 
1. Hasil pengujian terhadap hipotesis menunjukkan hasil perhitungan statistic uji F 
yaitu Retribusi Daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel 
Independen, Pendapatan Asli Daerah. Hal ini di karenakan sumbangsi retribusi 
daerah masih kurang terhadap pendapatan asli daerah (PAD). 
2. Retribusi daerah belum mampu dijelaskan oleh variable Pendapatan Asli Daerah 
sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain yang tidak termasuk dalam variabel 
yang diteliti dalam penelitian ini. 
3. Berdasarkan hasil uji asumsi klasik  maka dapat disimpulkan bahwa Retribusi 
daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Meskipun retribusi 
daerah tidak mempengaruhi secara keseluruhan namun jumlah pendapatan 
retribusi daerah kabupaten Bulukumba berpengaruh positif terhadap total PAD 
kabupaten Bulukumba dan tentunya juga didukung dengan komponen-komponen 
pendapatan asli daerah lainnya seperti Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan hasil 
pengelolaan kekayaan daerah yang disahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah 
yang disahkan. 
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4. Terjadi Fluktuasi terhadap pendapatan Retribusi Daerah setiap tahunnya di 
Kabupaten Bulukumba. 
B. Saran 
Berdasarkan hasil yang disimpulkan diatas,  penulis menyarankan keberapa 
pihak terkait keberlanjutan penelitian dimasa mendatang yaitu: 
1. Sosialisasi terkait Pembayaran Iuran, baik itu Pajak, Retribusi Daerah atau 
berbagai sumber pendapatan daerah yang nantinya mampu mempengaruhi 
Pendapatan Asli Daerah bagi pemerintah masih perlu ditingkatkan dan digiatkan 
lagi agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya membayar iuran untuk 
membangun kesejahteraan bersama. 
2. Dari tahun 2006 sampai tahun 2015 diketahui bahwa pendapatanRetribusi Daerah 
tergolong tinggi. Akan tetapi sangat perlu diperhatikan dari pemerintah daerah 
untuk selalu berkomitmen pada target-target yang dicapai.  
3. Untuk penelitian selanjutnya penulis  mengharapkan kepada peniliti untuk 
memperluas lagi ruang lingkup peneltian dari peneltian yang telah ada khususnya 
keterkaitan mengenai Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli 
Daerah. 
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Lampiran 1 
Tahun Retribusi Daerah 
(Rp) 
Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) 
(Rp) 
2006 5.781.723.364 14.202.524.221 
2007 6.052.921.110 16.088.248.258 
2008 8.149.220.402 20.306.291.622 
2009 9.148.255.176 21.418.839.483 
2010 8.099.079.670 17.317.006.400 
2011 9.070.969.230 19.428.090.359 
2012 10.159.485.358 21.126.683.205 
2013 11.376.623.802 23.057.665.979 
2014 12.744.058.658 25.262.479.873 
2015 14.273.345.689 27.791.984.217 
 
Lampiran 2   Uji Residual 
 
 
 
  
 
 
 
 
Lampiran 3 Uji Regresi Linear Berganda 
REGRESSION 
  /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS CI(95) BCOV R ANOVA COLLIN TOL CHANGE ZPP 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT y 
  /METHOD=ENTER x 
  /SCATTERPLOT=(*ZPRED ,*SRESID) 
  /RESIDUALS DURBIN HISTOGRAM(ZRESID) NORMPROB(ZRESID) 
  /CASEWISE PLOT(ZRESID) OUTLIERS(3). 
 
 
Regression 
 
 
[DataSet0]  
 
Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
PAD 23.7300 .20437 10 
retribusi 22.9000 .31623 10 
 
Variables Entered/Removed
a
 
Model Variables 
Entered 
Variables 
Removed 
Method 
1 retribusi
b
 . Enter 
a. Dependent Variable: PAD 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary
b
 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
Change Statistics Durbin-Watson 
R Square 
Change 
F Change df1 df2 Sig. F 
Change 
1 .608a .369 .290 .17218 .369 4.679 1 8 .062 .925 
a. Predictors: (Constant), retribusi 
b. Dependent Variable: PAD 
 
 
 
 
 
 ANOVA
a
 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 
Regression .139 1 .139 4.679 .062
b
 
Residual .237 8 .030   
Total .376 9    
a. Dependent Variable: PAD 
b. Predictors: (Constant), retribusi 
 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardi
zed 
Coefficient
s 
t Sig. 95.0% 
Confidence 
Interval for B 
Correlations Collinearity 
Statistics 
B Std. 
Error 
Beta Lower 
Bound 
Upp
er 
Boun
d 
Zero-
order 
Partial Part Tolera
nce 
VIF 
1 
(Const
ant) 
14.739 4.157  3.54
6 
.008 5.154 24.3
24 
     
retribu
si 
.393 .181 .608 2.16
3 
.062 -.026 .811 .608 .608 .608 1.000 1.00
0 
a. Dependent Variable: PAD 
Coefficient Correlationsa 
Model retribusi 
1 
Correlations retribusi 1.000 
Covariances retribusi .033 
a. Dependent Variable: PAD 
Collinearity Diagnostics
a
 
Model Dimension Eigenvalue Condition Index Variance Proportions 
(Constant) retribusi 
1 
1 2.000 1.000 .00 .00 
2 8.580E-005 152.673 1.00 1.00 
a. Dependent Variable: PAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Residuals Statistics
a
 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 23.3767 23.7693 23.7300 .12416 10 
Std. Predicted Value -2.846 .316 .000 1.000 10 
Standard Error of Predicted 
Value 
.057 .172 .069 .036 10 
Adjusted Predicted Value 23.7345 23.8028 23.7693 .02152 9 
Residual -.26794 .27871 .00000 .16233 10 
Std. Residual -1.556 1.619 .000 .943 10 
Stud. Residual -1.651 1.717 .000 1.061 9 
Deleted Residual -.30144 .31355 .00000 .19370 9 
Stud. Deleted Residual -1.901 2.021 .005 1.179 9 
Mahal. Distance .100 8.100 .900 2.530 10 
Cook's Distance .000 .184 .063 .073 9 
Centered Leverage Value .011 .900 .100 .281 10 
a. Dependent Variable: PAD 
 
 
 REGRESSION 
  /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS CI(95) BCOV R ANOVA COLLIN TOL CHANGE ZPP 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT y 
  /METHOD=ENTER x 
  /SCATTERPLOT=(*ZPRED ,*SRESID) 
  /RESIDUALS DURBIN HISTOGRAM(ZRESID) NORMPROB(ZRESID) 
  /CASEWISE PLOT(ZRESID) OUTLIERS(3). 
 
 
Regression 
 
 
[DataSet0]  
 
Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
PAD 23.7300 .20437 10 
retribusi 22.9000 .31623 10 
 
 
 
Variables Entered/Removed
a
 
Model Variables 
Entered 
Variables 
Removed 
Method 
1 retribusi
b
 . Enter 
a. Dependent Variable: PAD 
b. All requested variables entered. 
 
 
Model Summary
b
 
Model R R 
Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
Change Statistics Durbin-
Watson R Square 
Change 
F Change df1 df2 Sig. F Change 
1 .608
a
 .369 .290 .17218 .369 4.679 1 8 .062 .925 
a. Predictors: (Constant), retribusi 
b. Dependent Variable: PAD 
 
 ANOVA
a
 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 
Regression .139 1 .139 4.679 .062
b
 
Residual .237 8 .030   
Total .376 9    
a. Dependent Variable: PAD 
b. Predictors: (Constant), retribusi 
 
 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 95.0% Confidence Interval for B Correlations Collinearity Statistics 
B Std. Error Beta Lower Bound Upper Bound Zero-order Partial Part Tolerance VIF 
1 
(Constan
t) 
14.739 4.157  3.54
6 
.008 5.154 24.324      
retribusi 
.393 .181 .608 2.16
3 
.062 -.026 .811 .608 .608 .608 1.000 1.000 
a. Dependent Variable: PAD 
 
 
Coefficient Correlations
a
 
Model retribusi 
1 
Correlations retribusi 1.000 
Covariances retribusi .033 
a. Dependent Variable: PAD 
 
 
Collinearity Diagnostics
a
 
Model Dimension Eigenvalue Condition Index Variance Proportions 
(Constant) retribusi 
1 
1 2.000 1.000 .00 .00 
2 8.580E-005 152.673 1.00 1.00 
a. Dependent Variable: PAD 
 
 
Residuals Statistics
a
 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 23.3767 23.7693 23.7300 .12416 10 
Std. Predicted Value -2.846 .316 .000 1.000 10 
Standard Error of Predicted 
Value 
.057 .172 .069 .036 10 
Adjusted Predicted Value 23.7345 23.8028 23.7693 .02152 9 
Residual -.26794 .27871 .00000 .16233 10 
Std. Residual -1.556 1.619 .000 .943 10 
Stud. Residual -1.651 1.717 .000 1.061 9 
Deleted Residual -.30144 .31355 .00000 .19370 9 
Stud. Deleted Residual -1.901 2.021 .005 1.179 9 
Mahal. Distance .100 8.100 .900 2.530 10 
Cook's Distance .000 .184 .063 .073 9 
Centered Leverage Value .011 .900 .100 .281 10 
a. Dependent Variable: PAD 
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